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Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan
menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, 1 dan 1. (i, &, 5). Bunyi hidup
dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti
layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbiitah dan berfungsi sebagai
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sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.
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ABSTRAK

Faiqotur Rifdah Al ‘Abidah. 200202110017. Peran dan Kesiapan Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam
Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi
Nasional Bisnis dan HAM. Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M. H.

Kata Kunci: peran; kesiapan; kanwil kemenkumham; stranas BHAM

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru untuk menegakkan
prinsip-prinsip HAM dikarenakan masih banyak nya permasalahan
pelanggaran HAM terutama mengenai Bisnis dan HAM dengan
dikeluarkannya Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Stranas BHAM. Di
dalam pasal tersebut Kanwil Kemenkumham berperan untuk menjalankan
Aksi BHAM di tingkat daerah yaitu GTD BHAM.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu membahas peran Kanwil
Kemenkumham dan kesiapan Kanwil Kemenkumham dalam implementasi
Perpres ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala-
kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan
efektivitas implementasi kebijakan serta membantu Kanwil Kemenkumham
Jawa Timur dalam meningkatkan peran dan kesiapan mereka dalam
mengimplementasikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu
penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya
hukum dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian
diuraikan secara deskriptif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kesiapan Kanwil
Kemenkumham Jawa Timur belum bisa terlaksana dengan maksimal
dikarenakan terjadi kendala yaitu belum adanya pengesahan Surat
Keterangan GTD BHAM, Sehingga Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
belum mempunyai dasar yang kuat untuk menjalankan peran tersebut.
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ABSTRACT

Faiqotur Rifdah Al ‘Abidah. 200202110017. The Role and Readiness of
the East Java Regional Office of the Ministry of Law and
Human Rights in Implementing Presidential Decree Number 60
of 2023 concerning the National Strategy for Business and
Human Rights. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of
Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang,
Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M. H.

Keywords : role, readiness; regional office of the Ministry of Law and
Human Rights; BHAM strategy.

The government has issued a new policy to uphold human rights
principles because there are still many problems with human rights violations,
especially regarding business and human rights, with the issuance of
Presidential Decree Number 60 of 2023 concerning the National Strategy for
Human Rights and Human Rights. In this article, the Regional Office of the
Ministry of Law and Human Rights plays a role in carrying out the BHAM
Action at the regional level, namely GTD BHAM.

This research focuses on two aspects, namely discussing the role of the
Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the readiness
of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in
implementing this Presidential Decree. The aim of this research is to identify
the obstacles faced and provide recommendations to increase the
effectiveness of policy implementation and assist the East Java Regional
Office of the Ministry of Law and Human Rights in increasing their role and
readiness in implementing Presidential Decree Number 60 of 2023.

The research method used is empirical juridical, namely research
carried out by analyzing and studying the operation of law in society. The
research approach used in this research is a sociological juridical approach
which is then described descriptively.

The results of the research show that the role and readiness of the East
Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights cannot be
carried out optimally due to obstacles, namely the absence of ratification of
the BHAM GTD Certificate, so that the East Java Regional Office of the
Ministry of Law and Human Rights does not yet have a strong basis to carry
out this role.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.! HAM
memiliki prinsip fundamental yang menjamin bahwa setiap individu
memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan harus dihormati oleh negara
serta entitas bisnis. Pengintegrasian prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan
bisnis menjadi semakin penting dalam konteks global saat ini, di mana
pelanggaran HAM oleh entitas bisnis dapat berdampak luas, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Mengintegrasikan HAM ke dalam

kebijakan dan praktik perusahaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.?

Indonesia, sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, telah mengeluarkan
berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi isu-isu HAM dalam
berbagai sektor. Salah satu kebijakan terbaru adalah Peraturan Presiden

Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

! Pasal 1 “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999,” n.d.
2 Asep Mulyana, “Mengintegrasikan Ham Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan,” Jurnal
Hak Asasi Manusia 8, no. 8 (September 2, 2021): 16, https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.77.


https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.77

Peraturan ini merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk
memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM diintegrasikan ke dalam kegiatan

bisnis di seluruh Indonesia.

Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 memerlukan
keterlibatan dan komitmen berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat,
pemerintah daerah, serta instansi terkait seperti Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham).
Kanwil Kemenkumham merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kanwil Kemenkumham memiliki peran strategis dalam mengawasi dan
memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan baik di daerah
masing-masing yaitu dengan menjalankan Aksi Gugus Tugas Daerah Bisnis
dan HAM (GTD BHAM). Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD
BHAM) adalah gugus tugas yang mengoordinasikan pelaksanaan Stranas
BHAM di tingkat daerah.* Pembentukan GTD BHAM ini diatur dalam pasal
7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 yang dimana dalam pasal

tersebut juga dijelaskan bahwa GTD BHAM adalah program yang akan

dijalankan oleh Kanwil Kemenkumham.

3 Pasal 1 ayat (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018, n.d.

4 Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional
Bisnis Dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Presiden, Jakarta, 26 september2023).



Pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterima
oleh Komnas HAM RI hingga September 2023 mencapai sekitar 700 kasus.
Lima provinsi dengan jumlah pengaduan tertinggi berturut-turut adalah DKI
Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.®
Kanwil Kemenkumham Jawa Timur termasuk sebagai salah satu wilayah
dengan jumlah pengaduan HAM tertinggi dan memiliki aktivitas bisnis
yang cukup tinggi, maka dari itu penulis menjadikan Kanwil
Kemenkumham Jawa Timur sebagai objek penelitian. Kanwil
Kemenkumham Jawa Timur penting untuk dikaji dalam hal peran dan

kesiapannya.

Contoh kasus pelanggaran HAM dalam sektor bisnis di Jawa Timur
yaitu pada tahun 2021 puluhan buruh PT Gorom Kencana mendatangi
gedung DPRD Jawa Timur. Mereka mengadukan tindakan perusahaan
rempah-rempah (PT. Gorom Kencana) yang melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Ketua Federasi Serikat Buruh
Kerakyatan PT Gorom Kencana, Andy Kristianto, menyatakan bahwa
banyak buruh di perusahaan tersebut di-PHK secara sepihak. Lebih ironis
lagi, selama ini buruh menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional

(UMR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.®

5 Dwi Sugesti Megamuslimah, “Jatim Masuk Top 5 Provinsi di Indonesia dengan Kasus Pelanggaran
HAM Terbanyak,” Tadatodays (blog), Oktober 2023, https://tadatodays.com/detail/jatim-masuk-
top-5-provinsi-di-indonesia-dengan-kasus-pelanggaran-ham-terbanyak.

® Adi Suprayitno, “Di PHK Sepihak, Buruh PT Gorom Kencana Geruduk DPRD Jatim,” January 14,
2021, https://dprd.jatimprov.go.id/berita/10213/di-phk-sepihak-buruh-pt-gorom-kencana-geruduk-

dprd-jatim.



https://tadatodays.com/detail/jatim-masuk-top-5-provinsi-di-indonesia-dengan-kasus-pelanggaran-ham-terbanyak
https://tadatodays.com/detail/jatim-masuk-top-5-provinsi-di-indonesia-dengan-kasus-pelanggaran-ham-terbanyak
https://dprd.jatimprov.go.id/berita/10213/di-phk-sepihak-buruh-pt-gorom-kencana-geruduk-dprd-jatim
https://dprd.jatimprov.go.id/berita/10213/di-phk-sepihak-buruh-pt-gorom-kencana-geruduk-dprd-jatim

Selanjutnya ada kasus dari Saudara Tulus Widodo yang melaporkan
aduan adanya dugaan pelanggaran HAM kepada Kanwil Kemenkumham
Jawa Timur terkait jumlah pesangon yang diberikan oleh PT. Agrindo

Gresik tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Peran Kanwil Kemenkumham dalam implementasi kebijakan
Perpres Nomor 60 Tahun 2023 yaitu menjalankan Aksi GTD BHAM yang
di dalamnya terdapat tugas-tugas yaitu koordinasi, pemantauan, dan
pelaporan. Namun, peran tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan efektif
tanpa kesiapan yang memadai. Menurut George R. Terry kesiapan ini
mencakup yaitu Orang-orang (Men), Bahan-bahan/peralatan (Materials),
Metode-metode (Methods), Uang (Money), dan Pasar (Market). Selain
Perpres Nomor 60 Tahun 2023, UU untuk melindungi hak-hak pekerja
dalam bisnis juga diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

Studi ini penting untuk dilakukan karena Peraturan Presiden Nomor
60 Tahun 2023 merupakan peraturan baru mengenai kegiatan bisnis dan
HAM yang baru disahkan pada tanggal 26 September 2023. Oleh karena
itu, peran dan kesiapan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam
implementasi Perpres baru tersebut perlu untuk dikaji. Selain itu, hingga
saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan
HAM di sektor bisnis. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan
komitmen dari pihak-pihak terkait, termasuk entitas bisnis itu sendiri.

Dukungan dari instansi pemerintah, termasuk Kanwil Kemenkumham,



sangat krusial dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif dan

efisien.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang
jelas mengenai Peran dan Kesiapan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang
Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Penelitian ini juga bertujuan untuk
mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan HAM

di sektor bisnis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan HAM di sektor bisnis
di Indonesia, serta membantu Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam
meningkatkan peran dan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan
Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada

implementasi kebijakan HAM dalam konteks bisnis.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini

memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa

Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023?



2. Bagaimana Kesiapan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun

20237

. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka penelitian ini
bertujuan untuk :
. Mengkaji dan memahami secara mendalam Peran Kantor Wilayah
Kementrian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan
Presiden Nomor 60 Tahun 2023.
. Menganalisis Kesiapan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM

Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.

. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian
yang tersebut diatas maka manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang
hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan fokus pada peran pemerintah
dalam implementasi kebijakan HAM di sektor bisnis. Beberapa manfaat

teoretis yang diharapkan adalah:



a. Menambah literatur akademik mengenai implementasi
kebijakan HAM dalam kegiatan bisnis di Indonesia.

b. Mengembangkan pemahaman teoretis tentang peran dan
kesiapan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan
kebijakan HAM.

c. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang
terkait dengan kebijakan HAM dan bisnis.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis

Penulis akan mendapatkan pemahaman yang mendalam
tentang peran dan fungsi Kanwil Kemenkumham, serta
bagaimana kebijakan HAM diterapkan dalam sektor bisnis.
Penelitian in1 memungkinkan penulis untuk mengembangkan
kemampuan analisis, riset, dan penulisan ilmiah, yang
merupakan keterampilan penting dalam dunia akademis dan
profesional. Hasil penelitian ini akan menambah wawasan
penulis dalam bidang hukum dan HAM serta memberikan
kontribusi ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi
peneliti lain di masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan membantu meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak asasi

manusia dalam dunia bisnis, sehingga mendorong terciptanya



praktik bisnis yang lebih beretika dan berkeadilan. Penelitian ini
dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas
dalam praktik bisnis di Jawa Timur, yang pada akhirnya akan

memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas.

c. Bagi Instansi dan Pemerintah

Hasil penelitian ini akan memberikan evaluasi yang
komprehensif mengenai kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim
dalam mengimplementasikan Perpres No. 60 Tahun 2023,
sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan dan
penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Temuan penelitian ini
dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan
kapasitas dan sumber daya di Kanwil Kemenkumham, sehingga
dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Penelitian ini dapat menjadi model bagi Kanwil Kemenkumham
di daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa,
sehingga mendorong penerapan strategi nasional bisnis dan

HAM secara lebih luas dan konsisten di seluruh Indonesia.

E. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah penjelasan maksud dari istilah yang
menjelaskan secara operasional mengenai penelitian. Definisi opersional
digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam

antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Agar tidak



terjadi  kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun dalam
penelitian. Berikut penulis jabarkan istilah untuk menyamakan pengertian

dalam penulisan penelitian :

1. Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM)

Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang selanjutnya disebut
Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat
strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi
kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan
Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha
dengan memperhatikan pelindungan, dan pemulihan HAM.’

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023
mendefiniskan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat

manusia.®

7 Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional
Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

8 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi
Manusia.
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Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri
manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu
anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi.
Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga
keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi
keseimbangan antara kepentingan perseorangan  dengan
kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati,
melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban
dan tanggung jawab bersama antara invididu. Pemerintah
(aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.®

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan
yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat
dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah
dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan
martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib
melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga
negaranya karena Indonesia telah pelakukan perjanjian-perjanjian

Internasional dalam masalah penegakan HAM.

® Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,”
Legal Standing: Jurnal Ilmu  Hukum 2, mno. 2 (October 23, 2018): 113,
https://doi.org/10.24269/1s.v2i2.1242.

10 Eko Hidayat, “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM
INDONESIA,” n.d., 80.



https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242.
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F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan dalam membuat penelitian atau
karya tulis ilmiah agar dapat menjelaskan arah masalah yang difokuskan,
dari hal tersebut peneliti menulis menjadi 5 bab, yakni :

Bab I: pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah berisi
penjelasan tentang bagaimana peneliti sampai pada keputusan untuk
melakukan penelitian dengan topik yang telah tertera dalam judul
penelitian. Rumusan masalah berisi rumusan permasalah penelitian yang
berwujud kalimat pernyataan atau pertanyaan dan dapat dibagi atas
beberapa sub-permasalahan. Tujuan penelitian berisi tentang target
penelitian, banyaknya target penelitian diharapkan sama dengan banyaknya
rumusan masalah penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang manfaat hasil
penelitian, baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak atau orang lain.
Definisi operasional berisi tentang penjelasan maksud dari istilah yang
menjelaskan secara operasional mengenai penelitian.

Bab II: tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu berisi kajian
berbagai hasil penelitian orang lain yang relevan dengan masalah penelitian.
Kerangka teori berisi tentang penjelasan teori yang relevan dengan fokus
penelitian agar diperoleh suatu legitimasi konseptual. Unsur-unsur teori
mislanya definisi dan asumsi yang diuraikan secara jelas.

Bab ke III: Metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian,
pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data,

serta teknik analisis data dengan penjelasan berkut ini. Jenis penelitian berisi
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tentang petunjuk yang dapat memudahkan proses penelitian dari awal
hingga akhir. Pendekatan penelitian berisi tentang cara atau kegiatan dalam
suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat
suatu kesimpulan. Sumber data penelitian berisi tentang subyek dari mana
data dapat diperoleh. Teknik pengumpulan data berisi tentang metode yang
dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan
informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam
memaparkan penelitiannya. Teknik analisis data berisi tentang cara untuk
mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah
dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan.
Sistematika pembahasan berisi tentang isi pembahasan proposal skripsi
yang sistematis dari setiap bab dan sub bab.

BAB IV : pembahasan atas rumusan masalah, pada bab empat akan
menjelaskan tentang Pembahasan yang berisikan uraian tentang Peran dan
Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023
Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

BAB V : penutup, pada bab lima akan berisikan tentang kesimpulan
serta saran dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian skripsi

ini.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari

perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk

penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti

dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari

penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang membahas mengenai

demonstrasi mahasiswa :

1.

Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum oleh Wayan Yogi Eka Ariawan,
Erikson Sihotang, dan Kadek Dedy Suryanayang volume 1 nomor 3,
terbit bulan Agustus tahun 2023 yang berjudul berjudul “Peran Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin”. Hasil penelitian ini
menyatakan bahwa peranan Kantor Wilayah Bali sangatlah penting,
adapun peranan Kantor Wilayah antara lain : menyusun rencana
anggaran program bantuan hukum yang didasarkan pada jumlah dan
akreditasi dari organisasi/ lembaga bantuan hukum, membentuk dan
menetapkan Panitia Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Biro
Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan
HAM, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pengelola Bantuan Hukum,
melaksanakan verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum,

Melakukan pengawasan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh

13
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organisasi/ lembaga bantuan hukum, yang dilaksanakan di kantor
organisasi/ lembaga bantuan hukum, Lembaga Pemasyarakatan,
Rumah Tahanan Negara dan Rumah penerima bantuan hukum; dan
Mengusulkan rekomendasi terkait dengan kinerja dan pelaksanaan
anggaran organisasi/lembaga bantuan hukum kepada Badan Pembinaan
Hukum Nasional terhadap hasil laporan dari Panitia Pengawas Daerah
dan melakukan sosialisasi terkait program bantuan hukum kepada
masyarakat.'

2. Jurnal oleh Indah Dwi Qurbani dan Ilham Dwi Rafiqi Universitas
Brawijaya Malang, 2022 yang berjudul “Bisnis Sektor Sumber Daya
Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan”.
Jurnal ini membahas praktik perlindungan dan pemenuhan HAM
khususnya di sektor bisnis sumber daya alam dan juga membahas
bagaimana prospek dan tantangan bisnis sumber daya alam dan HAM
melalui evaluasi kelemahan dan perkembangan pengaturan bisnis dan
HAM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas
pemenuhan HAM di sektor sumber daya alam tidak berjalan secara
optimal dan bahkan melanggar prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam

Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan HAM (United

11T Wayan Yogi Eka Ariawan, Erikson Sihotang, and Kadek Dedy Suryana, “Peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat
Miskin,” AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum 1, no. 3 (August 29, 2023): 1,
https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.568.
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Nation Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP),
baik prinsip perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM.*2

3. Jurnal oleh Pardomuan Gultom dan Rumainur Rumainur Magister [Imu
Hukum Universitas Nasional (UNAS), Jakarta 2022 yang berjudul
“Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusai
dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit (Juridical Analysis of
Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil
Palm Plantation)”. Jurnal ini membahas bagaimana relasi bisnis dan
HAM dalam perkembangan wacana HAM internasional dan kedudukan
hukum perkebunan kelapa sawit sebagai entitas bisnis dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia dalam hubungannya dengan HAM.*3
Hasil dari pembahasan ini adalah pengakuan HAM dalam bentuk Hak
EKOSOB terhadap masyarakat yang bersinggungan dengan
perkebunan kelapa sawit sebagai entitas pengelola Sumber Daya Alam
(SDA), telah mendapat tempat dalam hukum internasional, yakni
melalui Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya sebagai instrumen hukum yang mengikat. Selain itu, posisi Hak
EKOSOB juga telah mendapat tempat dalam konstitusi Negara
Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 sebagai ratifikasi atas Kovenan

12 Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi
Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan,” Media Iuris 5, no. 2 (June 30, 2022): 1,
https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348.

18 Pardomuan Gultom and Rumainur Rumainur, “Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan
Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit,” Jurnal HAM 13, no. 2 (August

30, 2022): 312, https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332.
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Internasional Hak EKOSOB. Perkebunan kelapa sawit tidak jarang
menjadi pelaku pelanggaran HAM dengan mengabaikan posisi
komunitas adat yang sebelumnya secara turun temurun telah
mengusahai dan menguasai lahan dan pertanian di lokasi beroperasinya
perkebunan kelapa sawit sehingga menimbulkan konflik agraria. Upaya
penyelesaian konflik agraria antara pihak perkebunan kelapa sawit
dengan pihak masyarakat yang dimediasi oleh pemerintah merupakan
bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai
bentuk hak positif (positive rights) dari negara di bidang Hak
EKOSOB.*

4. Jurnal oleh M. Yudha Prawira Mahasiswa Magister Fakultas Hukum
Universitas Indonesia 2022 yang berjudul “Kacamata Kuda Korporasi:
Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal ini membahas
hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia juga membahas apa saja
kualifikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi sebagai
pelaku usaha. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama internasional
menjadi kunci penting dalam proses pembentukan dan implementasi
instrument hukum internasional tentang bisnis dan HAM dan untuk
memajukan perlindungan HAM yang berkaitan dengan aktivitas bisnis
seperti yang tertuang di dalam UNGPs dan Ruggie s principles yakni

mewajibkan Internasional dan/atau negara-negara membuat instrument

14 Gultom and Rumainur, Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia
dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit, 324.
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hukum yang mengikat tentang bisnis dan HAM. Dan alasan korporasi
dipertanggungjawabkan secara pidana dalam pelanggaran HAM yang
berat, yaitu dikarenakan korporasi seringkali memelihara budaya kerja
yang mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM yang berat; dan
seringkali korporasi terlibat langsung dalam pelanggaran HAM yang
berat yang serius dan sistemasik.™

5. Jurnal oleh Harison Citrawan, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50
No. 4, 2020 yang berjudul “Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia:
Membangun Konteks dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal”,
hasil dari penelitian ini adalah Dinamika yang ada menunjukkan bahwa
korporasi, terutama yang bersifat transnasional, sering terlibat dalam
kekejaman massal. Pola interaksi historis antara negara, korporasi, dan
individu sejak era kolonial tercermin dalam hukum yang seringkali
bersifat pragmatis dan instrumentalis. Fenomena ini memerlukan upaya
kolektif untuk menciptakan ruang pencegahan kekejaman massal
melalui interaksi yang sehat antara negara, korporasi, dan individu.
Tugas besar bangsa ini adalah menilai kembali kekerasan struktural
yang terjadi sepanjang sejarah, termasuk masa kolonial, dan
memosisikan korporasi sebagai aktor kunci dalam pencegahan
kekejaman massal. Sebagai langkah lanjut, beberapa parameter yang

perlu dipertimbangkan dalam penerapan panduan bisnis dan hak asasi

15 M. Yudha Prawira, “Kacamata Kuda Korporasi: Relasi Antara Bisnis dan Hak Asasi Manusia,”
JISIP  (Jurnal Ilmu  Sosial dan  Pendidikan) 6, mno. 2 (March 21, 2022),
https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3112.
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manusia meliputi: pertama, penanganan beban sejarah terkait kekerasan

struktural; kedua, reformasi regulasi, terutama terkait pemanfaatan

sumber

daya

alam,;

dan

ketiga,

pengembangan

model

pertanggungjawaban hukum korporasi untuk mengantisipasi potensi

kekejaman massa

1‘16

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No | Nama/Judul | Rumusan Hasil Persamaan | Perbedaan
Masalah
1 Jurnal  oleh | Bagaimana Peran Kantor | Membahas | Membahas
Wayan Yogi | Peran Kantor | Wilayah meliputi: | peran peran Kantor
Eka Ariawan, | Wilayah menyusun rencana | Kantor Wilayah
Erikson Kementerian | anggaran  untuk | Wilayah Kementerian
Sihotang, dan | Hukum  dan | program bantuan | Kementeri | Hukum dan
Kadek Dedy | HAM Bali | hukum an Hukum | HAM  Bali
Suryanayang | dalam berdasarkan dan HAM | dalam hal
/Peran Kantor | Penyelenggar | jumlah dan Penyelenggar
Wilayah aan Bantuan | akreditasi aan Bantuan
Kementerian | Hukum? organisasi/lembaga Hukum untuk
Hukum dan bantuan  hukum; Masyarakat
HAM  Bali membentuk  dan Miskin,
dalam menetapkan sedangkan
Penyelenggar Panitia Pengawas penelitian
aan Bantuan Daerah yang terdiri saya
Hukum untuk dari unsur Biro membahas
Masyarakat Hukum Setda peran dan
Miskin Provinsi Bali, kesiapan
Kepala Divisi Kantor
Pelayanan Hukum Wilayah
dan HAM, Kepala Kementerian
Divisi Hukum dan

18 Harison Citrawan, “Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Membangun Konteks dengan
Lensa Pencegahan Kekejaman Massal,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 4 (May 31, 2021):
894-95, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.n04.2857.
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Pemasyarakatan,
serta Pengelola
Bantuan Hukum;
melakukan
verifikasi dan
akreditasi  calon
pemberi  bantuan
hukum;
mengawasi
pelaksanaan
bantuan hukum
oleh
organisasi/lembaga
bantuan hukum di
kantor mereka,
Lembaga
Pemasyarakatan,
Rumah  Tahanan
Negara, dan rumah
penerima bantuan
hukum;
mengusulkan
rekomendasi
tentang kinerja dan
anggaran
organisasi/lembaga
bantuan  hukum
kepada Badan
Pembinaan Hukum
Nasional
berdasarkan
laporan Panitia
Pengawas Daerah;
serta  melakukan
sosialisasi
mengenai program
bantuan hukum
kepada
masyarakat.

HAM Jawa
Timur dalam
bidang bisnis
dan HAM
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Dwi Qurbani
dan  Ilham
Dwi
Rafiqi/Bisnis
Sektor
Sumber Daya
Alam dan
Hak  Asasi
Manusia di
Indonesia:
Realitas dan
Tantangan

1. Bagaimana
praktik

perlindungan
dan
pemenuhan
HAM,
terutama  di
sektor bisnis
sumber daya
alam?

2. Bagaimana
prospek  dan
tantangan
dalam
hubungan
antara  bisnis
sumber daya
alam dan
HAM, dengan
mengevaluasi
kelemahan
serta
perkembanga
n pengaturan

bisnis dan
HAM di
Indonesia?

1. Perusahaan
multinasional  di
sektor sumber daya
alam Indonesia

sering melanggar

HAM, dengan
masalah  seperti
sengketa  lahan,
pencemaran
lingkungan,  dan
kekerasan.
Pelanggaran  ini
berdampak pada
hak hidup, rasa
aman, dan
lingkungan  yang
sehat.

2. Tantangan dalam
menerapkan
prinsip bisnis dan
HAM di sektor
sumber daya alam
termasuk
kurangnya
sosialisasi dan
koordinasi dengan
kementerian terkait
serta  banyaknya
regulasi.
Perusahaan sering
melakukan
intervensi
kepentingan.  Ke
depan, tiga pilar
UNGP
(perlindungan,
penghormatan, dan
pemulihan) perlu
diterapkan dalam

Membahas
tentang
Hak Asasi
Manusia
dalam
Bisnis

Jurnal ini
membahas
praktik
perlindungan
dan
pemenuhan
HAM dalam
bisnis sumber
daya  alam
(SDA),
prospek dan
tantangan
bisnis sumber
alam
HAM

daya
dan
melalui
evaluasi
kelemahan
dan
perkembanga
n pengaturan
bisnis dan
HAM di
Indonesia.
Sedangkan
penelitian
saya
membahas
mengenai
Peran
Kesiapan
Kanwil
kemenkumha

dan

m Jawa
Timur dalam
implementasi
Perpres

Nomor 60
Tahun 2023
tentang
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pengelolaan bisnis Stranas

sumber daya alam. BHAM.
Pardomuan 1. Bagaimana | Pengakuan =~ Hak | Membahas | Jurnal ini
Gultom dan | hubungan EKOSOB terhadap | mengenai | membahas
Rumainur/ antara bisnis | masyarakat sekitar | HAM pemenuhan
ANALISIS dan HAM | perkebunan kelapa | dalam HAM dalam
YURIDIS dalam konteks | sawit diatur dalam | Bisnis Bisnis
TERHADAP | perkembanga | hukum perkebunan
KEWAIJIBA |n wacana | internasional kelapa sawit,
N HAM melalui  Kovenan sedangan
PEMENUH | internasional? | Internasional penelitian
AN HAK | 2. Bagaimana | tentang Hak saya
ASASI posisi hukum | Ekonomi, Sosial, membahas
MANUSIA | perkebunan dan Budaya, serta tentang peran
DALAM kelapa sawit | dalam  konstitusi dan kesiapan
PRAKTIK sebagai entitas | Indonesia dan UU kanwil
BISNIS bisnis dalam | No. 11 Tahun 2005. kemenkumha
PERKEBUN | peraturan Perkebunan kelapa m jawa timur
AN KELAPA | perundang- sawit sering dalam
SAWIT undangan melanggar HAM implementasi
(Juridical Indonesia dengan perpres
Analysis  of | terkait dengan | mengabaikan hak nomor 60
Obligations | HAM? komunitas  adat, taun 3034
to Fulfill menyebabkan tentang
Human konflik agraria. Stranas
Rights in the Penyelesaian Bisnis  dan
Business konflik ini, HAM
Practices of dimediasi oleh
Oil Palm pemerintah,
Plantation) merupakan bentuk

penghormatan dan

perlindungan

HAM oleh negara

di bidang Hak

EKOSOB.
M. Yudha | Bagaimana Kerjasama Mmembah | Jurnal ini
Prawira/Kaca | hubungan internasional as Bisnis | membahas
mata  Kuda | antara bisnis | penting dalam | dan HAM | hubungan
Korporasi: dan hak asasi | pembentukan dan antara bisnis

Relasi Antara

manusia serta

implementasi

dan hak asasi
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Bisnis  dan | kualifikasi instrumen hukum manusia dari
Hak  Asasi | pelanggaran internasional sudut
Manusia HAM  yang | tentang bisnis dan pandang
dilakukan HAM, seperti korporasi,
oleh korporasi | OECD Guidelines, sedangan
sebagai ILO Tripartite penelitian
pelaku usaha? | Declaration, dan saya
UN Global membahas
Compact. tentang peran
Meskipun  masih dan kesiapan
berupa soft law, kanwil
UNGPs dan kemenkumha
Ruggie’s m jawa timur
Principles dalam
mendorong implementasi
pembuatan perpres
instrumen hukum nomor 60
yang mengikat taun 3034
mengenai  bisnis tentang
dan HAM. Stranas
Korporasi Bisnis  dan
dipertanggungjawa HAM
bkan secara pidana
dalam pelanggaran
HAM berat karena
sering memelihara
budaya kerja yang
memicu
pelanggaran HAM
dan terlibat
langsung  dalam
pelanggaran serius
dan sistemik.
Harison Bagaimana Korporasi Membahas | Jurna ini
Citrawan/BIS | hukum  dan | transnasional Bisnis dan | membahas
NIS  DAN | hak asasi | sering terlibat | HAM Bisnis  dan
HAK ASASI | manusia dalam kekejaman HAM
MANUSIA | beradaptasi massal, dengan konteks
DI terhadap pola | hukum yang pencegahan
INDONESIA | hubungan cenderung kekejaman
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MEMBANG
UN
KONTEKS
DENGAN
LENSA
PENCEGAH
AN
KEKEJAMA
N MASSAL

negara  dan
korporasi
sejak  masa
kolonial,
kemungkinan
penerapan
lensa
pencegahan
kekejaman
massal
sebagai
bagian  dari
upaya
integrasi
prinsip bisnis
dan hak asasi
manusia PBB
di Indonesia.

pragmatis dan
instrumentalis

mencerminkan

pola interaksi
historis antara
negara, korporasi,
dan individu sejak
masa kolonial.
Untuk mencegah
kekejaman massal,
diperlukan upaya

kolektif dan
interaksi sehat
antara semua

pihak. Penting
untuk menilai
kembali kekerasan
struktural historis,
memosisikan
korporasi sebagai
aktor utama dalam
pencegahan, serta
mempertimbangka
n parameter seperti
penanganan beban
sejarah, reformasi
regulasi  sumber
daya alam, dan
pengembangan
model
pertanggungjawab
an hukum
korporasi.

massal,
sedangan
penelitian
saya
membahas
tentang peran
dan kesiapan
kanwil
kemenkumha
m jawa timur
dalam
implementasi
perpres
nomor 60
taun 3034
tentang
Stranas
Bisnis  dan
HAM
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B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum
adalah upaya melindungi harkat, martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan
ketentuan hukum, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.'’

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi
oleh pandangan Fitzgerald mengenai tujuan hukum. Menurut Fitzgerald,
tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan
berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui pengaturan
perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan
tersebut.

Berdasarkan konsep ini, Rahardjo mendefinisikan perlindungan
hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan
memberikan hak asasi yang memungkinkan seseorang memiliki
kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya.'8

C.S.T Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah
berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak
hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik,

dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak mana pun.®®

17

Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,”

HUKUMONLINE.COM (blog), September 30, 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-
perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/.

18 Hukumonline.

19 Hukumonline.
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2. Implementasi Kebijakan Publik

Menggunakan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van
Horn. Model ini mengidentifikasi enam variabel yang mempengaruhi
implementasi kebijakan yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber
daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para
pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik.?® Dalam jurnal tentang implementasi kebijakan
yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi
kebijakan digambarkan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh enam
variabel, salah satunya adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan
tujuan kebijakan ini seharusnya dapat dilihat secara spesifik melalui
peraturan yang digunakan, sehingga pada akhir program dapat diketahui
apakah kebijakan atau program tersebut berhasil atau gagal.?!

Model ini akan membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 oleh Kanwil
Kemenkumham Jawa Timur. Penelitian ini akan mengevaluasi
bagaimana setiap faktor tersebut berkontribusi pada keberhasilan atau
kendala dalam implementasi kebijakan.

3. Stranas BHAM (Strategi Nasional Bisnis dan HAM)
Stranas BHAM adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang oleh

pemerintah Indonesia untuk mendorong perusahaan dan pelaku usaha

2 Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Surakarta: UNISRI Press, 2020),
8, https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/4 1naskah-A5 Joko-Pramono_Implementasi-....pdf.

21 Revo Prambudi Adha, Hendri Koeswara, and Desna Aromatica, “Implementasi Kebijakan
Perpustakaan Daerah dalam Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat", 2022, 34.
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dalam sektor bisnis agar mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia
(HAM). Sebagai landasan teori penelitian, Stranas BHAM berfungsi
untuk menstrukturkan pemahaman dan analisis mengenai integrasi HAM
dalam praktik bisnis di Indonesia.

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak
fundamental yang dimiliki oleh setiap individu karena kodratnya sebagai
manusia. HAM juga dapat dipahami sebagai norma-norma hukum yang
bertujuan untuk melindungi setiap orang di mana pun dari berbagai
bentuk pelanggaran atau pengkhianatan, baik secara politik, hukum,
maupun sosial. Menurut John Locke HAM adalah hak-hak alamiah
manusia (natural rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan
hak milik. Menurut Peter R. Bachr HAM adalah hak-hak dasar yang
sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk
perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa
diganggu gugat.?2 HAM adalah hak fundamental yang perlu dijamin oleh

negara melalui hukumnya.??

22 Nurliah Nurdin and Astika Ummy Athahira, HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (Sebuah Tinjuan
Teoritis Dan Praktis) (Surabaya: CV Sketsa Media, 2022), 20.

23 Cekli Setya Pratiwi and Febriansyah Ramadhan, Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Teori Dan
Studi Kasus) (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 2.



BAB II1
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian empiris, yaitu
pendekatan dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengamati
penerapan hukum dalam konteks praktis serta menyelidiki pelaksanaannya
dalam lingkungan sosial.** Penelitian yang menggunakan empiris
berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab
permasalahan penelitian. Penelitian ini melakukan penelitian langsung di
lapangan (field research).?

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dikarenakan
penulis melakukan penelitian tentang Peran dan Kesiapan Kantor Wilayah
Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa
Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023
Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM dengan terjun langsung

kelapangan.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis
sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta

apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu

24 Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif,
Empiris Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (DOTPLUS Publisher, 2022), 4.

25 Nurul Qamar et al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (CV. Social Politic
Genius, 2017), 8.

26
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suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan
nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan
menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang
dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang

pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.?

C. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kantor Kanwil Kementrian Hukum dan
HAM Provinsi Jawa Timur yang beralamat di JI. Kayoon No.50-52,

Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur, 60271.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Primer, yaitu terdiri dari wawancara kepada Kanwil Kementrian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, informan yang
mengetahui data mengenai permasalahan terkait peran dan kesiapan
Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia,
melaksanakan wawancara kepada narasumber Bapak Ratno Suhartono,
S. H., M. H. selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM. Sumber data
penelitian yang digunakan adalah hasil wawancara dengan informan
secara terstruktur yang mana berisi beberapa pertanyaan yang diberikan

kepada informan.

% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.
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2. Sekunder, yaitu sumber data yang tidak memberikan data secara
langsung kepada penulis. Data ini umumnya terdiri dari informasi yang
telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, seperti buku,
artikel, laporan, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu.
Sumber data sekunder sering digunakan untuk mendukung dan

melengkapi data primer dalam penelitian.?’

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa
wawancara kepada kepada pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ratno
Suhartono, S.H., M.H. selau Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM terkait
Peran dan Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60
Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM untuk

mengumpulkan data yang relevan.

F. Metode Pengolahan Data
Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif
kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan
dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan

kebenarannya kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan

27 Zainuddin Ali Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 54.
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peraturan perundang-undangan yang di peroleh dari studi dokumen,
sehingga diperoleh jawaban atas penelitian ini.
Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan
langkah-langkah sebagai berikut :
a. Memeriksa data (editing)

Editing adalah proses penelitian kembali catatan, berkas,
informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. setelah perolehan data
atau informasi, selanjutnya akan diperiksa kembali apakah sudah
lengkap dan sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban atas
permasalahan yang diangkat oleh peneliti. kemudian memperbaiki
data yang kurang maupun ada yang terlewatkan dalam penelitian dan
meningkatkan kualitas tulisan.

b. Klasifikasi (clasifying)

Setelah melakukan pemeriksaan data, maka akan dilakukan
klasifikasi dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari
berbagai sumber dan kemudian disesuaikan.

c. Verifikasi (Verivying)

Dalam hal ini melakukan pengecekan kembali pada data
yang sudah terkumpul apakah data sudah sesuai atau tidak dengan apa
yang diharapkan oleh peneliti guna untuk mempermudah pemahaman

dan pembacaan atas data yang telah diperoleh.
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d. Analisis (4Analyzing)

Tahap dimana data yang sudah diperoleh kemudian dianalisa
menggunakan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas
permasalahan yang diangkat.

e. Kesimpulan (concluding)

Tahap akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Pada

tahap ini membuat kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan

sebelumnya.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Wilayah (Kanwil) adalah instansi vertikal Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang berlokasi di setiap
provinsi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.?® Kantor Wilayah bertugas melaksanakan
sebagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI dalam lingkup provinsi sesuai dengan kebijakan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa
Timur adalah salah satu unit kerja daerah di bawah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki peran penting
dalam melaksanakan tugas-tugas kementerian di wilayah Jawa Timur.
Sebagai perpanjangan tangan dari kementerian pusat, kantor ini
bertanggung jawab atas implementasi berbagai kebijakan dan program yang
berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia di provinsi tersebut.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

28 Pasal 1 ayat (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018.

31
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Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas
Kantor Wllayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam
pasal 2 yang berbunyi “Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan
tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.?

Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia diatur dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 2,

Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan
pelaporan;

2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum,
kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;

3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan
pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan
bantuan hukum;

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;

2 Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan
penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan
penegakan hak asasi manusia; dan Pelaksanaan urusan

administrasi di lingkungan Kantor Wilayah™.?°

Struktur organisasi Kanwil Kemenkumham terdiri dari empat divisi:

Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, dan
Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.®!
1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi bertugas menjalankan sebagian tugas dari

Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah. %2
2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk melaksanakan

sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di

wilayah tersebut.

%0 Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

31 «Sekilas Kantor Wilayah,” Formal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
(blog), accessed July 27, 2024, https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah.

% Pasal 6 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Jakarta,
2014).

3 Pasal 17 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014.



https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah
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3. Divisi Keimigrasian
Divisi Keimigrasian bertugas menjalankan sebagian tugas dari
Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah tersebut.®*

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas
untuk menjalankan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal atau

Badan terkait di wilayah tersebut.®

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Timur terletak di Jl. Kayoon No.50-52, Embong
Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, 60271.%
Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Jawa Timur adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di
daerah provinsi Jawa Timur. Berikut wilayah kerja Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur:*’

3% Pasal 28 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014.”

% Pasal 39 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014.”

%6 “ALAMAT KANTOR WILAYAH,” Rirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia (blog), accessed July 27, 2024, https://www.dgip.go.id/kantor-
wilayah.

37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
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Tabel 4.1
Wilaya Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur

No Kabupaten/Kota Ibu Kota
1 Kabupaten Bangkalan Bangkalan
2 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi
3 Kabupaten Blitar Kanigoro
4 Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro
5 Kabupaten Bondowoso Bondowoso
6 Kabupaten Gresik Gresik
7 Kabupaten Jember Jember
8 Kabupaten Jombang Jombang
9 Kabupaten Kediri Pamenang
10 Kabupaten Lamongan Lamongan
11 Kabupaten Lumajang Lumajang
12 Kabupaten Madiun Caruban
13 Kabupaten Magetan Magetan
14 Kabupaten Malang Kepanjen
15 Kabupaten Mojokerto Mojosari
16 Kabupaten Nganjuk Nganjuk
17 Kabupaten Ngawi Ngawi
18 Kabupaten Pacitan Pacitan
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19 Kabupaten Pamekasan Pamekasan
20 Kabupaten Pasuruan Bangil
21 Kabupaten Ponorogo Ponorogo
22 Kabupaten Probolinggo Kraksaan
23 Kabupaten Sampang Sampang
24 Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo
25 Kabupaten Situbondo Situbondo
26 Kabupaten Sumenep Sumenep
27 Kabupaten Trenggalek Trenggalek
28 Kabupaten Tuban Tuban
29 Kabupaten Tulungagung Tulungagung
30 Kota Batu -

31 Kota Blitar -

32 Kota Kediri -

33 Kota Madiun -

34 Kota Malang -

35 Kota Mojokerto -

36 Kota Pasuruan -

37 Kota Probolinggo -

38 Kota Surabaya -

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa
Timur memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan bertanggung
jawab atas perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah-
wilayah kabupaten/kota yang tersebut diatas. Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan bagian dari pemerintah
daerah setempat dan memiliki peran penting dalam menegakkan Hukum
dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah

Jawa Timur.
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B. Peran dan Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60

Tahun 2023

1. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham
Jatim) dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023
tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Pasal 7 Perpres Nomor 60
Tahun 2023 menyebutkan bahwa peran Kanwil Kemenkumham dalam
mengimplementasikan peraturan tersebut adalah melaksanakan Aksi
Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) di tingkat daerah atau provinsi
melalui Aksi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). GTD
BHAM adalah gugus tugas yang mengoordinasikan Strategi Nasional
Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di tingkat daerah.®® Sedangkan gugus
tugas yang mengoordinasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas
BHAM) di tingkat nasional disebut dengan Gugus Tugas Nasional Bisnis
dan HAM (GTN BHAM).*
Contoh kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada Kanwil

Kemenkumham Jawa Timur yaitu pada bulan Januari 2024 Saudara Tulus

38 Pasal 1“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional
Bisnis Dan Hak Asasi Manusia.”
% Pasal 1“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional
Bisnis Dan Hak Asasi Manusia.”
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Widodo melaporkan aduan adanya dugaan pelanggaran HAM kepada
Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terkait jumlah pesangon yang
diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Saudara
Tulus Widodo bekerja di PT. Agrindo sejak tanggal 1 September 1993 dan
pensiun tanggal 31 Oktober 2020. Jika sesuai dengan UU yang berlaku,
maka uang pesangon yang diberikan oleh PT. Agrindo kepada Saudara
Tulus Widodo adalah sebesar Rp. 326.508,. (Tiga Ratus Dua Puluh Enam
Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah). Sedangkan dengan pertimbangan
kondisi keuangan yang semakin memburuk, PT. Agrindo menjanjikan
pesangon yang nilainya jauh dari jumlah yang harusnya diberikan. PT.
Agrindo menggunakan UU Omnibus Law untuk memberikan pesangon
yaitu sebesar Rp. 192.600,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam
Ratus Rupiah) dan masih dikurangi tanggungan BPJS sehingga total yang
diberikan yaitu Rp. 91.967,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus
Enam Puluh Tujuh Rupiah). Dalam menyelesaikan kasus tersebut, Kanwil
Kemenkumham melakukan peran dan tugas sesuai dengan pasal 7 ayat (5)
Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

Pasal 7 ayat (5) Perpres Nomor 60 Tahun 2023 menyebutkan bahwa

GTD BHAM memiliki 3 tugas sebagai berikut :

a. Koordinasi

Dalam hal ini, Kanwil Kemenkumham mengoordinasikan
dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah.

Fungsi koordinasi ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan
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untuk menyatukan berbagai instansi, baik dari pemerintah daerah,
Biro Hukum, dan Dirjen HAM. Proses koordinasi ini dilakukan
dengan mengadakan pertemuan, rapat koordinasi, serta forum
diskusi yang melibatkan berbagai pihak.

Sebagai contoh, Kanwil Kemenkumham Jatim mengundang
Biro Hukum untuk mengadakan rapat guna membahas kelanjutan
mengenai Surat Keterangan GTD BHAM. Pertemuan ini tidak
hanya berfungsi sebagai ajang untuk bertukar informasi dan
pandangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
bisnis dan HAM serta mencari solusi bersama.

Dalam hal permasalahan Saudara Tulus Widodo, melalui
fungsi koordinasi Kanwil Kemenkumham, kasus ini dibahas dalam
forum divisi Pemajuan HAM, guna mencari solusi yang sesuai
dengan aturan yang berlaku. Dalam permasalahan ini, Kanwil
Kemenkumham Jawa Timur berkoordinasi dengan Pengadilan
Negeri Gresik dikarenakan PT. Agrindo berada di wilayah Gresik.
Proses koordinasi ini memastikan bahwa hak-hak pekerja seperti
Saudara Tulus Widodo tetap dilindungi dan peraturan yang ada
diimplementasikan dengan benar.

Koordinasi oleh Kanwil Kemenkumham Jatim dilakukan
setiap bulan. Menurut keterangan dari Pak Ratno Suhartono S.H.,

M_.H rapat koordinasi oleh divisi Pelayanan Hukum dan HAM rutin
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diadakan setiap bulan guna membahas dan menindak lanjuti

mengenai implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 bidang

Bisnis dan HAM khususnya mengenai Rencana Aksi BHAM dan

GTD BHAM. Pak Ratno Suhartono menyampaikan :

“Untuk Rapat Koordinasi kami melakukan setiap bulan

sebagai upaya kanwil untuk menindak lanjuti Perpres Nomor 60

Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, Jadi

upaya selalu kami lakukan*°

Berikut data koordinasi yang diadakan oleh Kanwil

Kemenkumham Jatim;

Tabel 4.2
No | Hari/Tanggal Kegiatan Tujuan Hasil
1 | Rabu, 10 Sosialisasi secara | Sosialisasi Laporan Rapat
Januari 2024 virtual melaui aplikasi | menindak lanjuti | sosialisasi oleh
zoom dengan Dirjen | implementasi Kemenkumham
HAM oleh | Perpres Nomor | pusat dengan
Kemenkumham pusat 60 Tahun 2023 | Dirjen HAM
2 | Rabu, 21 Rapat koordinasi | Rapat menindak | Laporan Rapat
Februari 2024 | dengan Pemerintah | lanjuti Rencana | RANHAM
Provinsi Aksi Bisnis dan
HAM
3 | Senin, 26 Rapat dengan Biro | Membahas Laporan rapat
Februari 2024 | Hukum di  Kanwil | mengenai SK GTD
Kemenkumham Jawa | kelanjutan SK | BHAM dengan
Timur GTD BHAM Biro Hukum
4 | Senin, 4 Maret | Rapat diundang oleh | Membahas SK | Laporan rapat
2024 Biro Hukum GTD BHAM SK GTD
BHAM dengan
Biro Hukum
5 | Jumat, 16 Kanwil Kemenkumham | Agar Biro
Maret 2024 Jawa Timur mengirim | Hukum segera
surat ke Biro Hukum membuatkan SK
GTD BHAM

40 Ratno Suhartono, Wawancara, July 18, 2024.
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6 | Jumat, 26 Pihak Kanwil | Melakukan Laporan hasil
April 2024 Kemenkumham Jatim | koordinasi dan | rapat GTD
dan  Biro = Hukum | konsultasi BHAM dengan
melaksanakan rapat | mengenai GTD | Kemenkumham
dengan Kemenkumham | BHAM  Jawa | pusat
pusat di Jakarta Timur
7 | Senin, 20 Mei | Bimbingan Teknis | Membahas Laporan hasil
2024 (BIMTEK) Rapat | mengenai GTD | BIMTEK GTD
Koordinasi dengan | BHAM BHAM
Dirjen HAM
8 | Rabu, 12 Juni | Dirjen HAM | Koordinasi Laporan
2024 melakukan kegiatan di | dengan tim | koordinasi Aksi
Kanwil Kemenkumham | Rencana  Aksi | Bisnis dan
Jawa Timur Bisnis dan HAM | HAM

Sumber: Data Primer, diolah 2024

Data pada tabel diatas adalah data rapat koordinasi yang
dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim mulai dari bulan Januari
sampai dengan Juni 2024. Rapat koordinasi dilakukan oleh Kanwil
Kemenkumham Jatim secara rutin setiap bulan. Rapat koordinasi
tersebut adalah bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanwil
Kemenkumham Jatim untuk menindak lanjuti implementasi Perpres
Nomor 60 Tahun 2023 terkhusus dalam rangka Rencana Aksi Bisnis
dan Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Gugus Tugas Daerah Bisnis

dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM).

Pada bulan Juli Kanwil Kemenkumham Jatim merencanakan
untuk melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Sosialisasi
mengenai aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi
Manusia). Aplikasi PRISMA adalah sebuah aplikasi berbasis website
yang dibuat oleh Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia untuk membantu perusahaan menilai dampak
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potensial atau resiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh
kegiatan bisnis. Aplikasi PRISMA mempermudah perusahaan dalam
mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko pelanggaran

HAM dalam rantai pasok dan seluruh operasional bisnis mereka.*!
Tujuan dari adanya aplikasi PRISMA yaitu :

1) Meningkatkan nilai-nilai perusahaan
Dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis dan HAM,
perusahaan dapat memperbaiki citra dan nilai
positifnya di mata publik, menciptakan keseimbangan
antara tujuan perusahaan dan pemenuhan hak asasi
masyarakat.

2) Mencegah pelanggaran HAM oleh perusahaan
PRISMA berfungsi sebagai alat untuk melakukan uji
tuntas (due diligence) guna menganalisis risiko
pelanggaran HAM yang mungkin timbul akibat
aktivitas bisnis dan mengambil langkah-langkah
pencegahan. Dengan demikian, perusahaan dapat
menghindari tuntutan hukum dari korban dan

masyarakat sekitar.

4l Humas Jogja, “Selenggarakan Bimtek Aplikasi PRISMA, Kanwil Kemenkumham DIY Dukung
perlindungan HAM di Lingkungan Perusahaan,” June 24, 2024,
https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/selenggarakan-bimtek-aplikasi-prisma-kanwil-
kemenkumham-diy-dukung-perlindungan-ham-di-lingkungan-

perusahaan#:~:text=%22 Aplikasi%20PRISMA %20memudahkan%20Perusahaan%2Dperusahaan,
operasional%20bisnisnya%2C'%20ujar%20Agung.



https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/selenggarakan-bimtek-aplikasi-prisma-kanwil-kemenkumham-diy-dukung-perlindungan-ham-di-lingkungan-perusahaan%23:~:text=%22Aplikasi%20PRISMA%20memudahkan%20Perusahaan-perusahaan,operasional%20bisnisnya%2C'%20ujar%20Agung
https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/selenggarakan-bimtek-aplikasi-prisma-kanwil-kemenkumham-diy-dukung-perlindungan-ham-di-lingkungan-perusahaan%23:~:text=%22Aplikasi%20PRISMA%20memudahkan%20Perusahaan-perusahaan,operasional%20bisnisnya%2C'%20ujar%20Agung
https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/selenggarakan-bimtek-aplikasi-prisma-kanwil-kemenkumham-diy-dukung-perlindungan-ham-di-lingkungan-perusahaan%23:~:text=%22Aplikasi%20PRISMA%20memudahkan%20Perusahaan-perusahaan,operasional%20bisnisnya%2C'%20ujar%20Agung
https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/selenggarakan-bimtek-aplikasi-prisma-kanwil-kemenkumham-diy-dukung-perlindungan-ham-di-lingkungan-perusahaan%23:~:text=%22Aplikasi%20PRISMA%20memudahkan%20Perusahaan-perusahaan,operasional%20bisnisnya%2C'%20ujar%20Agung
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3) Memenuhi tuntutan global
Dengan menerapkan PRISMA, perusahaan dapat
meningkatkan daya saingnya dalam memenuhi
tuntutan global terkait penghormatan terhadap HAM
dan membuka peluang untuk memasuki pasar ekonomi
dunia.

4) Keberlanjutan usaha
Sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan perlu
menghormati HAM baik di dalam maupun di sekitar
lingkungan perusahaan, sebagai bagian dari nilai-nilai

prinsip keberlanjutan usaha (sustainable business).*?

Aplikasi PRISMA bersifat pengisian mandiri yang dapat

diakses melalui https://prisma.kemenkumham.go.id. Di dalam

aplikasi PRISMA terdapat 140 pertanyaan mengenai perlindungan
HAM. Para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya harus
melakukan pengisian aplikasi PRISMA tersebut agar bisa
menjalankan kegiatan usahanya. Jika telah mengisi aplikasi tersebut,
aplikasi akan memberikan hasil sesuai dengan yang diisi oleh para
pelaku usaha. sebagai contoh aplikasi PRISMA akan menampilkan
warna merah jika pelaku usaha tidak lolos untuk menjalankan usaha

nya. Hal tersebut menandakan bahwa pelaku usaha belum memenuhi

42Direktorat

Jenderal HAM, “PRISMA,” accessed July 23, 2024,

https://prisma.kemenkumham.go.id/.


https://prisma.kemenkumham.go.id/
https://prisma.kemenkumham.go.id/
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prinsip-prinsip dalam peraturan Bisnis dan HAM, sehingga pelaku
usaha tidak diberikan izin untuk mengoperasikan kegiatan usaha.
Aplikasi PRISMA akan menampilkan hasil warna hijau jika pelaku
usaha dinyatakan lolos dalam pendaftaran sebagai pelaku usaha.
Dalam hal ini berarti bahwa pelaku usaha memenuhi prinsip-prinsip
bisnis dan HAM dan diberikan izin untuk menjalankan kegiatan

usaha. Pak Ratno Suhartono mengatakan :

“Setelah mengisi aplikasi PRISMA akan ada hasil dengan
indikator warna, seperti berwarna merah jika tida memenuhi syarat
dan warna hijau jika memenuhi syarat. Jika warna merah maka tida
diberikan izin beroperasi seperti kegiatan ekspor dan impor.

Sedangkan jika hijau, maka lolos dan diperbolehkan*

Jadi, sebelum seorang pelaku usaha melakukan kegiatan
usaha, maka diwajibkan untuk mendaftar dan mengisi aplikasi
PRISMA sebagai persyaratan beroperasi, dan hasil dari aplikasi
PRISMA tersebut yang menentukan lolos atau tidaknya seorang
pelaku usaha melakukan kegiatan usaha nya. Sampai saat ini 235
perusahaan yang telah mendaftarkan diri pada aplikasi PRISMA.
Diantaranya 65.1% dengan jumlah 153 perusahaan yang telah
terverifikasi dan 34.9% dengan jumlah 82 perusahaan yang data nya

masih kurang lengkap. Dari 235 perusahaan tersebut, dilakukan

43 Suhartono, Wawancara.
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asesmen perusahaan ysng mengahasilkan sebanyak 31 perusahaan
sudah sesuai, 74 perusahaan cukup sesuai, 2 perusahaan belum cukup,

dan 50 perusahaan belum ada nilai.**

Gambar 4.1
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b. Pemantauan dan Evaluasi
Kanwil Kemenkumham dalam menjalankan GTD BHAM
berperan untuk melaukan pemantauan dan evaluasi mengenai
pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah. Pemantauan dan
evaluasi merupakan proses yang dilakukan secara berkala untuk
memastikan bahwa kebijakan bisnis dan HAM berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pemantauan

melibatkan pengumpulan data dan informasi dari lapangan,

#Direktorat Jenderal HAM, “PRISMA,” accessed July 23, 2024,
https://prisma.kemenkumham.go.id/


https://prisma.kemenkumham.go.id/

47

sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai dampak dan
efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam hal permasalahan Saudara Tulus Widodo, melalui
fungsi pemantauan, Kanwil Kemenkumham mengumpulkan data
mengenai permasalahan ini dari lapangan untuk memastikan
bahwa hak-hak Saudara Tulus Widodo terlindungi sesuai aturan.
Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kebijakan
terkait pesangon dalam UU Omnibus Law memberikan dampak
positif atau justru menyebabkan pelanggaran hak pekerja. Dan
hasilnya adalah menunjukkan bahwa UU yang digunakan harusnya
adalah merujuk pada Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenaga Kerjaan, nukan UU Omnibus Law. Dan uang
pesangon yang seharusnya diberikan adalah Rp. 326.508,. (Tiga
Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah). Proses
pemantauan dan evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa
kebijakan bisnis dan HAM berjalan dengan baik serta menegakkan
perlindungan HAM di tingkat daerah.

Pemantauan bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti
survei, wawancara, dan observasi langsung ke perusahaan-
perusahaan yang telah menerapkan kebijakan ini. Survei biasanya
dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada perusahaan-
perusahaan untuk mengumpulkan data mengenai penerapan

kebijakan HAM dalam bisnis. Wawancara dilakukan dengan
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manajemen perusahaan, pekerja, serta pihak-pihak terkait lainnya
untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Observasi
dilakukan dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan untuk
melihat secara langsung bagaimana kebijakan bisnis dan HAM
diterapkan. Mereka mengamati berbagai aspek, seperti kondisi
kerja, kebijakan perusahaan terkait HAM, serta mekanisme
penanganan keluhan pekerja. Data yang dikumpulkan dari survei,
wawancara, dan observasi ini kemudian dianalisis untuk menilai
sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan dan apa saja hambatan
yang dihadapi.

Hasil dari proses pemantauan ini digunakan untuk
melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan
hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target yang telah
ditetapkan. Jika ditemukan adanya hambatan atau kendala, Kanwil
Kemenkumham  Jatim  menyusun  rekomendasi  untuk
mengatasinya. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada
perusahaan-perusahaan dan instansi terkait untuk diperbaiki dan
ditindaklanjuti.

Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap dampak dari
implementasi kebijakan bisnis dan HAM. Dampak ini diukur dari
berbagai aspek, seperti peningkatan kesejahteraan pekerja,
penurunan jumlah pelanggaran HAM, serta peningkatan kesadaran

perusahaan terhadap pentingnya HAM. Evaluasi ini penting untuk
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memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan memberikan
manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

Kanwil Kemenkumham Jawa Timur akan melakukan
pemantauan jika SK GTD BHAM sudah disahkan. Pihak Kanwil
Kemenkumham Jatim akan melakukan observasi dan pemantauan
ke tempat-tempat perusahaan. Pihak Kanwil Kemenkumham Jawa
Timur akan memantau dan mengawasi kegiatan bisnis apakah
sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis dan HAM. Dan
setelah melakukan pemantauan, hasil pemantauan akan dijadikan
bahan evaluasi. Pak Rtano Suhartono mengatakan :

“Untuk kegiatan pemantauan, kami akan melaukan
observasi dan monitor secara langsung ke tempat perusahaan
tersebut. Kami akan cek apakah sudah sesuai dengan prinsip bisnis
dan HAM atau belum, hasilnya nanti akan kami jadikan bahan
evaluasi”.®

Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 60 Tahun 2023 menyatakan “Hasil pemantauan dan
evaluasi Aksi BHAM digunakan sebagai bahan evaluasi Stranas
BHAM”.*  Pemantauan dan evaluasi Aksi BHAM ini

dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM

(GTN BHAM).

45 Suhartono, Wawancara.
46 Pasal 11 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi
Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Presiden, Jakarta, 26 september2023).
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c. Pelaporan

Kanwil Kemenkumham mempunyai tugas atau peran untuk
melaporkan hasil pelaksanaan Aksi GTD BHAM kepada GTN
BHAM. Proses pelaporan pemantauan dan evaluasi di tingkat
provinsi dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham yang melaporkan
Aksi GTD BHAM kepada Kementerian Hukum dan HAM pusat
yang mengelola GTN BHAM pada setiap bulan September sesuai
dengan arahan pasal 12 ayat (1) Peraturan Peresiden Nomor 60
Tahun 2023 yang berbunyi “Menteri mengoordinasikan pelaporan
pelaksanaan Aksi BHAM oleh GTN BHAM dan GTD BHAM
setiap bulann September tahun berjalan”.4’

Setelah dilaporkan kepada Menteri, Aksi Stranas BHAM ini
dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden pada setiap bulan
Desember. Telah diatur dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 60 Tahun 2023 yang berbunyi “Menteri menyampaikan
laporan pelaksanaan Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Presiden setiap bulan Desember tahun berjalan
dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan”.*8

Dalam hal permasalahan Saudara Tulus Widodo, melalui

fungsi pelaporan, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bertugas

untuk memantau kasus ini dan melaporkannya sebagai bagian dari

47 Pasal 12 ayat 1 “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi
Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia.”
48 Pasal 12 ayat 2 “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi
Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia.”
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Aksi GTD BHAM. Laporan ini kemudian disampaikan kepada
GTN BHAM di Kementerian Hukum dan HAM pusat pada bulan
September, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah
dilaporkan kepada Menteri, Aksi Stranas BHAM dilaporkan oleh
Menteri kepada Presiden setiap bulan Desember tahun berjalan
atau sewaktu-waktu jika diperlukan, sebagaimana diatur dalam
Pasal 12 ayat (2) Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

Pak Ratno Suhartono menyampaikan bahwa :

“Sesuai isi Perpres Nomor 60 Tahun 2023, Kami akan

melaporkan Aksi BHAM setiap bulan September”

2. Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun
2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
(Kanwil Kemenkumham Jatim) dalam mengimplementasikan Perpres
Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi
Manusia. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dengan baik, maka
diperlukan ilmu administrasi negara. Administrasi negara dapat diartikan
sebagai pengaturan upaya individu dan kelompok dalam menjalankan
kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, administrasi negara merupakan
suatu proses yang berkaitan dengan penerapan kebijakan-kebijakan

pemerintah, serta dipengaruhi oleh berbagai keterampilan dan teknik yang
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tak terhitung jumlahnya, yang memberikan arahan dan tujuan bagi usaha
banyak orang.*® Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan
diimplementasikan kepada publik. Implementasi kebijakan publik
merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan
ditetapkan/ disetujui®®. Sebagai suatu sistem, administrasi negara
diterapkan dan dikembangkan oleh suatu bangsa untuk melaksanakan
kegiatan atau menampung upaya bangsa tersebut dalam mencapai tujuan
bersama dalam kehidupan bernegara. Mirip dengan sistem lainnya, sistem
administrasi negara secara konseptual memiliki elemen-elemen nilai yang
mencakup landasan dan tujuan; struktur yang terdiri dari tatanan
organisasi; serta proses yang berkaitan dengan manajemen.>!

Agar manajemen dapat berfungsi dengan optimal, diperlukan
berbagai sumber daya manajemen yang sering disebut sebagai alat-alat
manajemen. George R. Terry menyebutkan ada lima alat manajemen yang
mendukung pelaksanaan fungsi manajemen, memungkinkan pemimpin
dan organisasi untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif, yaitu Orang-
orang (Men), Bahan-bahan/peralatan (Materials), Metode-metode
(Methods), Uang (Money), dan Pasar (Market).>? Dalam hal implementasi
untuk menciptakan kesiapan sebuah lembaga atau instansi, alat-alat

manajemen ini dapat dijabarkan menjadi ; Orang-orang (Men) dapat

49 John M Pfiffner and Robert Presthus, Public Administration (Ronald Press, 1960).

50 Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
Bandung, 2006), 25.

51 Ayi Karyana, “Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem,” n.d., 16.

52 George R. Terry, Studi Tentang limu Administrasi, 2016.
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diimplementasikan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM); Bahan-
bahan/peralatan  (Materials) dapat  diimplementasikan  menjadi
infrastruktur; Metode-metode (Methods) dapat diimplementasikan melalui
sosialisasi dan edukasi, penegakan hukum, fasilitasi, dan Standar
Operasional Prosedur (SOP); Uang (Money) diimplementasikan melalui
anggaran/pendanaan.

Kanwil Kemenkumham adalah instansi vertikal dibawah
Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, Kanwil Kemenkumham merupakan
instansi yang memiliki pengaruh dan kewajiban untuk melaksanakan
kebijakan pemerintah. Berikut penjabaran prinsip-prinsip manajemen
administrasi atau alat-alat manajemen yang menjadi dasar perkembangan
sebuah lembaga untuk melaksanakan kebijakan pemerintah :

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam
kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim. Sumber daya manusia
sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
negara. Pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian
dalam keseluruhan aspek dan dimensinya, sejak recruitment,
pengembangan  kompetensi,  pengembangan  karier  dan
kesejahteraan, serta pemensiunannya, termasuk pengelolaannya
melalui sistem manajemen kepegawaian negara.®® Kualitas pegawai

berperan  penting dalam  kelancaran pelaksanaan  tugas

% Karyana, “Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem,” 30.
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pembangunan. Salah satu cara untuk membentuk aparatur
pemerintah seperti yang dimaksud adalah melalui pembinaan
kepegawaian guna mengembangkan Sumber Daya Manusia
(SDM).>*

Kesiapan SDM diukur berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
dan jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung
implementasi kebijakan bisnis dan HAM. Berdasarkan penelitian,
Kanwil Kemenkumham Jatim telah melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM-nya. Para pegawai
mengikuti berbagai pelatihan pengembangan dan workshop yang
diselenggarakan baik oleh instansi internal maupun lembaga-
lembaga eksternal. Misalnya, pelatihan tentang mekanisme
penanganan pelanggaran HAM di dunia usaha, teknik mediasi, serta
penyusunan laporan HAM. Pelatthan ini dirancang untuk
meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam
menangani isu-isu bisnis dan HAM secara lebih efektif. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Pak Ratno Suhartono, beliau mengatakan :

“Tahun kemarin ada pelatihan mediator untuk penanganan
dugaan pelanggaran ham. Tetapi lebih banyak kegiatan sosialisasi

oleh Dirjen HAM melalui media zoom, serta monitoring ke Kanwil

% Abdal, “PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PEGAWAI DALAM
MENINGKATKAN KINERJA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI
KABUPATEN BANDUNG,” Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial 19, no. 3 (December 4, 2021):
38, https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.15.
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Kemenkumham Jawa Timur untuk pendampingan kegiatan bidang
HAM"™®
Berdasarkan penelitian, dalam upaya mengimplementasikan
berbagai program terkait Hak Asasi Manusia (HAM), Kanwil
Kemenkumham Jawa Timur (Jatim) menghadapi tantangan
signifikan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, jumlah
SDM yang tersedia di bidang Pemajuan HAM, khususnya yang
menangani bidang Bisnis dan HAM, sangat terbatas. Hanya terdapat
empat orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai
program HAM yang kompleks dan beragam. Berikut nama-nama
SDM Sub Bidang Pemajuan HAM di Kanwil Kemenkumham Jawa
Timur :
1. Ratno Suhartono. S.H., M.H. (Kepala Sub Bidang Pemajuan
HAM)
2. Kurnia Indawati, S.Pd., MHP. (Bidang Teknis)
3. Dina Dwi Wantini, S.H. (Bidang anggaran)
4. Satrio Wicaksono (Bidang Teknis)®®
Empat orang pegawai yang ada di bidang pemajuan HAM
ini harus mampu menguasai dan menangani seluruh program HAM
yang menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenkumham Jatim.

Program-program tersebut meliputi:

55 Suhartono, Wawancara.

% Suhartono.
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Program Aksi HAM

Program ini melibatkan koordinasi dan pelaksanaan
aksi HAM di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Setiap
daerah harus melaporkan Rencana Aksi HAM nya
setiap Bulan April, Agustus, dan Desember. Setiap
kabupaten/kota memiliki kebutuhan dan tantangan
yang berbeda, sehingga memerlukan perhatian khusus
dan strategi yang disesuaikan.

Program KKP HAM (Kabupaten/Kota Peduli HAM)
Program  ini  bertujuan  untuk  mendorong
kabupaten/kota di Jawa Timur agar lebih peduli dan
aktif dalam mempromosikan serta melindungi HAM.
Setiap kabupaten/kota diharapkan dapat memenuhi
berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk
mendapatkan pengakuan sebagai kabupaten/kota
Peduli HAM. Berdasarkan penelitian, program ini
hanya dijalankan selama satu tahun, dan sudah berjalan
mulai bulan Januari sampai Mei 2024.

Program  Yankomas  (Pelayanan = Komunikasi
Masyarakat)

Program ini memberikan layanan komunikasi untuk
menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran

HAM. Pegawai harus siap menerima, menindaklanjuti,
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dan menyelesaikan berbagai pengaduan dari
masyarakat secara efektif dan efisien.

Program P2HAM (Pelayanan Publik Berbasis HAM)
Program ini berfokus pada peningkatan kualitas
pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
Jawa Timur dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM.
Pegawai harus memastikan bahwa layanan publik yang
diberikan memenuhi standar HAM yang telah
ditetapkan.

Program Bisnis dan HAM

Program ini mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM
dalam kegiatan bisnis di Jawa Timur. Pegawai bertugas
untuk melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi
terhadap implementasi kebijakan bisnis dan HAM di
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah ini.
Program Produk Hukum Berbasis HAM

Program ini melibatkan penyusunan dan evaluasi
produk hukum yang memperhatikan dan melindungi
HAM. Pegawai harus memastikan bahwa produk
hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip HAM dan mendukung perlindungan

serta pemajuan HAM di Jawa Timur.>’

57 Suhartono.
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Untuk menangani aduan dari Saudara Tulus Widodo terkait
ketidaksesuaian pesangon, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
mengerahkan SDM dari Bidang Pemajuan HAM untuk melakukan
investigasi melalui program *Pelayanan Komunikasi Masyarakat*
(Yankomas). Program Yankomas merupakan salah satu upaya dalam
memfasilitasi masyarakat yang mengalami dugaan pelanggaran
HAM dengan memproses laporan serta menelusuri permasalahan
yang ada secara komprehensif. SDM yang terlibat akan
mengumpulkan data, memverifikasi aduan, serta berkoordinasi
dengan pihak terkait, seperti perusahaan dan instansi pemerintahan,
guna menemukan solusi yang adil sesuai dengan regulasi yang
berlaku. Selain itu, langkah ini juga mencakup proses mediasi dan
upaya penyelesaian melalui jalur damai jika memungkinkan, dengan
tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk UU Omnibus Law yang dipermasalahkan dalam aduan
tersebut. Dengan pendekatan ini, Kanwil Kemenkumham berperan
aktif dalam memastikan hak-hak masyarakat, khususnya dalam hal
permasalahan bisnis dan HAM, terlindungi serta tercapai solusi yang

memuaskan bagi semua pihak.

Pak Ratno Suhartono sebagai Kepala Sub Bidang Pemajuan

HAM Kanwil Kemenkum HAM Jawa Timur mengatakan :

“Bagi SDM yang menangani bidang teknis ada dua

orang (Kurnia Indawati, S.Pd., MHP dan Satrio
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Wicaksono), mengampu enam program pemajuan
HAM ini. Jadi sedikit kewalahan, dan sebetulnya kami
merasa SDM nya kurang memadai untuk menjalankan
semua program pemajuan HAM yang ada (enam

program tersebut) "®

Pembagian SDM untuk menangani berbagai program
tersebut dilakukan oleh bidang administrasi di Kanwil
Kemenkumham Jatim. Penentuan jumlah dan alokasi SDM ini
didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pusat. Oleh
karena itu, Kanwil Kemenkumham Jatim tidak memiliki
kewenangan untuk meminta tambahan SDM secara langsung
kepada divisi administrasi. Keputusan terkait penambahan SDM
harus melalui mekanisme dan persetujuan dari tingkat pusat, yang
seringkali memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat. Pak

Ratno Suhartono menyampaikan :

“Jumlah SDM sudah ditentukan oleh pusat, jadi kami hanya
bisa mengoptimalkan jumlah SDM yang ada, meskipun sebenarnya

kurang memadai tapi ya begini memang kondisi sebenarnya ™

Keterbatasan SDM ini berdampak signifikan pada kinerja
Kanwil Kemenkumham Jatim dalam melaksanakan berbagai

program HAM. Beban kerja yang tinggi dan beragam tanggung

%8 Suhartono.
%9 Suhartono.
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jawab yang harus dipikul oleh hanya empat orang pegawai membuat

pelaksanaan program-program tersebut menjadi kurang optimal.

Beberapa dampak yang diidentifikasi antara lain:

1)

2)

3)

Penurunan Efektivitas Program

Dengan jumlah SDM yang terbatas, efektivitas dalam
pelaksanaan  program-program HAM  menjadi
berkurang. Pegawai harus membagi waktu dan tenaga
mereka untuk menangani berbagai program secara
bersamaan, yang seringkali menyebabkan kurangnya
fokus dan perhatian pada setiap program.
Keterlambatan dalam Pelaksanaan

Beban kerja yang tinggi menyebabkan beberapa
program tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.
Misalnya, monitoring dan evaluasi yang memerlukan
kunjungan lapangan ke 38 kabupaten/kota seringkali
tertunda karena terbatasnya jumlah pegawai yang
tersedia.

Kualitas Pelayanan yang Terpengaruh

Kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dalam
menangani pengaduan HAM melalui Yankomas
maupun dalam memberikan layanan publik berbasis
HAM, juga terpengaruh. Pegawai yang harus

menangani banyak tugas sekaligus mungkin tidak
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dapat memberikan pelayanan yang optimal dan
responsif.
4) Stres dan Beban Kerja Pegawai

Beban kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan stres

dan kelelahan bagi pegawai. Hal ini dapat berdampak

pada kesehatan dan kesejahteraan pegawai, serta

menurunkan motivasi dan produktivitas mereka.

b. Sosialisasi dan Edukasi
Sosialisasi dan edukasi mengenai Perpres Nomor 60 Tahun
2023 merupakan langkah penting yang dilakukan oleh Kanwil
Kemenkumham untuk memastikan bahwa kebijakan bisnis dan
HAM dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh semua
pihak. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini mencakup berbagai
bentuk kegiatan, seperti seminar, lokakarya, pelatihan, dan
kampanye publik. Sosialisasi dan eduksi bisa dilakukan dengan
ditujukan kepada berbagai perusahaan, instansi pemerintah, serta
masyarakat umum dengan narasumber yang kompeten di bidang
HAM dan bisnis, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun
pejabat pemerintah.
Edukasi mengenai bisnis dan HAM juga bisa disalurkan

melalui materi edukasi, seperti brosur, buku panduan, dan modul
pelatihan. Materi-materi ini disusun dengan bahasa yang mudah

dipahami dan didistribusikan ke berbagai perusahaan, instansi
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pemerintah, serta masyarakat umum. Untuk menjangkau audiens
atau masyarakat umum yang lebih luas, bisa dilakukan kampanye
publik. Kampanye ini diadakan pada publik untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM dalam konteks
bisnis. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk
media sosial, media cetak, dan media elektronik. Melalui
kampanye ini, Kanwil berusaha untuk menjangkau sebanyak
mungkin orang dan menyampaikan pesan tentang pentingnya
menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam semua
aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis.

Tidak hanya mengedukasi perusahaan, instansi pemerintah,
dan juga masyarakat umum, kegiatan pelatihan bagi pegawai
internal Kanwil Kemenkumham serta bagi instansi terkait juga
penting dan merupakan bagian dari upaya sosialisasi edukasi.
Pelatihan ini bisa dilaukan dengan mencakup berbagai topik,
seperti teknik mediasi, penanganan kasus pelanggaran HAM, dan
penyusunan laporan HAM. Dengan adanya pelatihan ini,
diharapkan para peserta dapat meningkatkan pemahaman dan
keterampilan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan
bisnis dan HAM.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan oleh semua
Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia guna memberikan

edukasi mengenai peraturan baru yaitu Perpres Nomor 60 Taun
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2023 Tentang Strategi Bisnis dan HAM. Seperti yang dilakukan
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Utara mengadakan sosialisasi mengenai peraturan presiden tentang
strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia dengan melakukan
kunjungan ke PT. Musim Mas. Tujuan dari sosialisasi ini adalah
untuk memahami serta menerapkan aplikasi Penilaian Risiko
Bisnis dan HAM (PRISMA), yang berfungsi sebagai alat pengisian
mandiri guna menilai potensi risiko bisnis yang mungkin muncul
dari kegiatan usaha.®

Dalam praktiknya, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
belum mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan
edukasi sebagaimana penjelasan di atas. Kanwil Kemenkumham
Jawa Timur belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada
perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, dan juga masyarakat
umum. Dalam hal implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023
Kanwil Kemenkumham Jatim masih terbatas pada rapat dan
koordinasi dengan instansi pemangku kepentingan hukum yang
ada di atasnya seperti Dirjen HAM, Biro Hukum, dan Kumham
pusat. Tetapi hal ini terjadi bukan karena tidak ada sebab, tetapi

dikarenakan Surat Keterangan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan

80 Humas Kemenkumham Sumut, “Melaksanakan Sosialisasi Bisnis Dan HAM, Kanwil
Kemenkumham Sumut Mengunjungi PT. Musim Mas,” Formal, Kantor Wilayah Kemenkumham RI
Provinsi  Sumatera Utara (blog), July 2, 2024, https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-
utama/melaksanakan-sosialisasi-bisnis-dan-ham-kanwil-kemenkumham-sumut-mengunjungi-pt-
musim-mas.
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Hak Asasi Manusia (GTD BHAM) Provinsi Jawa Timur belum
disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pak Rtano
Suhartono menjelaskan :

“Kami belum bisa melakukan upaya sosialisasi dan edukasi
dikarenakan terhambat belum terbitnya SK GTD BHAM !

Jadi, pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Timur masih
menunggu turunnya surat keterangan agar bisa menjalankan Aksi
GTD BHAM.

Untuk menindaklanjuti aduan dari Saudara Tulus Widodo
terkait pesangon yang tidak sesuai dengan ketentuan, Kanwil
Kemenkumham Jawa Timur memastikan kesiapan dalam aspek
sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai
program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
perusahaan, instansi pemerintah, dan masyarakat umum mengenai
Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan
HAM.

Dalam  kasus Saudara Tulus Widodo, Kanwil
Kemenkumham memfasilitasi sosialisasi terkait hak-hak tenaga
kerja dan tanggung jawab perusahaan sesuai dengan peraturan
yang berlaku. PT. Agrindo, sebagai pihak yang dilaporkan, akan
diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk

memberikan edukasi mengenai kewajiban perusahaan terhadap

61 Suhartono, Wawancara.
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pekerja yang pensiun, termasuk ketentuan pesangon yang harus
dipenuhi. Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan dapat
mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku
dan menyelesaikan permasalahan secara adil, sesuai dengan
Undang-Undang dan regulasi yang ada, termasuk UU Omnibus
Law yang menjadi landasan perbedaan besaran pesangon. Langkah
ini tidak hanya memperkuat implementasi kebijakan bisnis dan
HAM, tetapi juga membantu mencegah terulangnya pelanggaran
serupa di masa depan, sehingga semua pihak mendapatkan
perlindungan hukum yang memadai.
¢. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam
implementasi kebijakan bisnis dan HAM. Kanwil Kemenkumham
Jatim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa
pelanggaran HAM dalam konteks bisnis dapat ditangani secara
tegas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum
ini dilakukan melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum,
seperti kepolisian dan kejaksaan.

Dalam unsur penegakan hukum, Kanwil Kemenkumham
Jawa Timur memainkan peran penting dalam menerima dan
menindaklanjuti aduan-aduan yang masuk terkait pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM) dalam konteks bisnis. Meski tidak memiliki

kewenangan untuk memberikan sanksi hukum, Kanwil
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Kemenkumham Jatim berfungsi sebagai mediator dan pengawas
untuk memastikan bahwa instansi terkait menindaklanjuti
pelanggaran yang dilaporkan.

Kanwil Kemenkumham Jatim akan mengirimkan surat
peringatan kepada instansi atau perusahaan yang diduga
melakukan pelanggaran. Surat peringatan ini berisi rincian
pelanggaran yang ditemukan, rekomendasi untuk tindakan
korektif, dan batas waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi
tersebut. Jika perusahaan tidak menanggapi surat peringatan yang
telah dikirimkan oleh Kanwil Kemenkumham, maka pihak Kanwil
akan mengirimkan lagi surat peringatan kepada perusahaan
tersebut.? Mengutip penjelasan dari Pak Ratno Suhartono :

“Ketika ada aduan yang masuk, kami akan tangani dengan
cara menela’ah permasalahan tersebut apakah memang
melanggar HAM atau bagaimana. Jika memang terindikasi
adanya pelanggaran HAM, maka kami akan mengirimkan surat
peringatan kepada instansi/perusahaan yang terlibat. "%

Surat peringatan ini merupakan bentuk penegakan hukum
yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim untuk
mendorong instansi terkait mengambil tindakan yang diperlukan

untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Meski tidak

62 Suhartono.
63 Suhartono.
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memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum secara
langsung, surat peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran dan tanggung jawab instansi terkait dalam mematuhi
standar HAM.

Kanwil Kemenkumham Jatim tidak memiliki kewenangan
untuk memberikan sanksi hukum. Oleh karena itu, jika instansi
terkait tidak menindaklanjuti surat peringatan atau jika
pelanggaran berlanjut, Kanwil akan melaporkan kasus tersebut ke
pihak berwenang yang memiliki kewenangan untuk memberikan
sanksi, seperti kepolisian atau kejaksaan. Kolaborasi dengan aparat
penegak hukum ini memastikan bahwa pelanggaran HAM yang
serius dapat ditangani secara tegas sesuai dengan hukum yang
berlaku. Pak Ratno Suhartono menyampaikan bahwa :%

“Kami tidak ada kewenangan untuk memberikan sanksi.
Kami hanya membantu memberi peringatan kepada pihak terkait
dengan cara mengirimkan surat peringatan”

Dalam beberapa kasus, Kanwil Kemenkumham Jatim juga
berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara
pelapor dan terlapor melalui dialog dan negosiasi. Proses mediasi
ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan
memuaskan bagi kedua belah pihak tanpa harus melalui proses

hukum yang panjang.

64 Suhartono.
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“Terkadang kami juga sebagai mediator bagi para pihak.
Kami panggil para pihak untuk berdiskusi melakukan mediasi dan
mencari titik tengah antara para pihak"®®

Dalam kasus aduan yang dilaporkan oleh Saudara Tulus
Widodo terkait ketidaksesuaian jumlah pesangon yang diberikan
oleh PT. Agrindo, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
menjalankan peran penegakan hukum dalam upaya menyelesaikan
masalah ini. Saudara Tulus Widodo, yang telah bekerja di PT.
Agrindo sejak 1 September 1993 hingga pensiun pada 31 Oktober
2020, menerima pesangon sebesar Rp. 91.967,- setelah dikurangi
oleh PT. Agrindo berdasarkan UU Omnibus Law. Namun, jumlah
tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, di mana pesangon seharusnya
berjumlah Rp. 326.508,-.

Dalam unsur penegakan hukum, Kanwil Kemenkumham
Jawa Timur memegang peran sebagai mediator dan pengawas,
meskipun tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi
secara langsung. Kanwil menerima aduan tersebut melalui program
Yankomas dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM
yang diduga terjadi. Sebagai langkah lanjut, Kanwil juga

menghubungi Pengadilan Negeri Gresik karena permasalahan

85 Suhartono.
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ketenagakerjaan ini berada di wilayah hukum Gresik, yang
berwenang dalam kasus ketenagakerjaan.

Kanwil Kemenkumham mengirimkan surat peringatan
kepada PT. Agrindo dengan rincian pelanggaran dan rekomendasi
tindakan korektif yang perlu diambil oleh perusahaan. Jika
rekomendasi tersebut tidak dipenuhi dalam batas waktu yang
ditetapkan, Kanwil akan mengirimkan surat peringatan lanjutan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kanwil untuk
memastikan bahwa instansi atau perusahaan yang dilaporkan
memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang
berlaku.

d. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh
Kanwil Kemenkumham Jatim kepada perusahaan dan instansi
terkait dalam mengimplementasikan kebijakan bisnis dan HAM.
Fasilitasi ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti
pengadaan BIMTEK, dan sosialisasi Bisnis dan HAM.

Dalam peran fasilitasi, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
Jatim berencana untuk mengadakan bimbingan teknis (BIMTEK)
yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dan sebagian besar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BIMTEK ini bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku
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kepentingan mengenai implementasi kebijakan Bisnis dan HAM
sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2023.

Dalam konteks permasalahan yang dilaporkan oleh Saudara
Tulus Widodo mengenai ketidaksesuaian pesangon yang diberikan
oleh PT. Agrindo, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
menjalankan peran fasilitasi sebagai bagian dari kesiapan mereka
untuk mengimplementasikan kebijakan Bisnis dan HAM. Saudara
Tulus Widodo yang pensiun pada 31 Oktober 2020, seharusnya
mendapatkan pesangon sebesar Rp. 326.508,- sesuai dengan
undang-undang. Namun, PT. Agrindo, dengan alasan kondisi
keuangan yang memburuk, hanya memberikan pesangon sebesar
Rp. 91.967,- setelah menggunakan dasar hukum UU Omnibus Law
dan mengurangi tanggungan BPJS.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator, Kanwil
Kemenkumham Jatim tidak hanya menangani kasus ini secara
langsung melalui mediasi dan surat peringatan, tetapi juga
merencanakan pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi
perusahaan-perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
BIMTEK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait
pelaksanaan kebijakan Bisnis dan HAM sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 60 Tahun 2023. Dalam BIMTEK, para pemangku
kepentingan akan diberikan wawasan dan panduan mengenai hak-

hak pekerja, termasuk dalam hal pemberian pesangon yang sesuai
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dengan regulasi yang berlaku. Dengan mengadakan BIMTEK,
Kanwil Kemenkumham berupaya untuk memfasilitasi proses
penyelesaian kasus pelanggaran HAM di dunia usaha, serta
mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan melalui
edukasi dan peningkatan kapasitas perusahaan.

Namun, pelaksanaan BIMTEK tersebut hingga saat ini
masih menghadapi kendala yang signifikan. Hambatan utama yang
dihadapi Kanwil Kemenkumham Jatim adalah belum
dikeluarkannya Keputusan Menteri (Kepmen) oleh Kementerian
Hukum dan HAM pusat, yang merupakan turunan dari Perpres
Nomor 60 Tahun 2023. Kepmen ini sangat diperlukan untuk
memberikan landasan hukum yang kuat bagi Provinsi Jawa Timur
untuk mengesahkan Surat Keputusan (SK) tentang Gugus Tugas
Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). Pak Ratno Suhartono
mengatakan : %

“BIMTEK, Sosialisasi mengenai GTD BHAM dan
pelaksanaan program yang lain masih belum bisa kami lakukan
dikarenakan SK GTD BHAM nya belum disahkan”

Kendala utama ini menyebabkan dampak yang signifikan

terhadap peran fasilitasi Kanwil Kemenkumham Jatim diantaranya

yaitu :

66 Suhartono.
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Penundaan Pembentukan Tim

Tanpa adanya Kepmen, Kanwil Kemenkumham Jatim
belum dapat membentuk tim GTD BHAM yang akan
bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan
melaksanakan program-program terkait bisnis dan
HAM di wilayah Jawa Timur. Tim ini sangat penting
untuk mengorganisir, mengarahkan, dan memantau
implementasi kebijakan bisnis dan HAM.

Penundaan Pelaksanaan Aksi BHAM

Selain pembentukan tim, penundaan ini juga
mempengaruhi pelaksanaan aksi BHAM. Tanpa SK
GTD BHAM, Kanwil Kemenkumham Jatim tidak
memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan
berbagai aksi nyata di lapangan. Ini termasuk
koordinasi dengan perusahaan-perusahaan dan OPD
dalam mengimplementasikan kebijakan bisnis dan
HAM.

“Jadi kendala utama kami ya itu, belum turun nya
Kepmen sehingga SK GTD belum bisa disahkan,
sehingga kami belum bisa membentuk tim dan
melakukan aksi BHAM. Tetapi kami ya sudah terus

melakukan upaya-upaya®’

67 Suhartono.
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Kalimat tersebut dikutip dari hasil wawancara kepada
Pak Ratno Suhartono sebagai Kepala Sub Bidang
Pemajuan HAM. Meskipun menghadapi kendala
tersebut, Kanwil Kemenkumham Jatim tetap aktif
melakukan upaya-upaya follow-up dengan pihak
Kementerian Hukum dan HAM pusat. Kanwil terus
mendorong agar SK GTD BHAM segera disahkan,
mengingat pentingnya SK ini dalam memastikan
pelaksanaan program-program BHAM dapat berjalan

dengan lancar dan efektif.

Kendala dalam mendapatkan Kepmen ini secara langsung
berdampak pada kinerja Kanwil Kemenkumham Jatim dalam
implementasi kebijakan bisnis dan HAM. Ketidakmampuan untuk
membentuk tim dan melaksanakan aksi BHAM menyebabkan kinerja
Kanwil dalam peran fasilitasi menjadi kurang maksimal. Hal ini tercermin

dalam beberapa aspek:

1. Keterbatasan dalam Pelaksanaan Program
Keterlambatan pengesahan Kepmen menyebabkan
program-program yang telah direncanakan tidak dapat
dilaksanakan sesuai jadwal. Ini menghambat upaya
peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku

kepentingan terkait bisnis dan HAM.
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2. Keterbatasan Koordinasi
Tanpa adanya tim GTD BHAM, koordinasi antara
Kanwil dengan perusahaan-perusahaan dan OPD menjadi
kurang efektif. Padahal, koordinasi yang baik sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak
memahami dan mampu mengimplementasikan kebijakan
bisnis dan HAM.
3. Pengaruh terhadap Reputasi
Keterlambatan ini juga dapat mempengaruhi reputasi
Kanwil Kemenkumham Jatim di mata para pemangku
kepentingan. Ketidakmampuan untuk segera melaksanakan
program-program yang telah dijanjikan dapat menurunkan
tingkat kepercayaan dan dukungan dari para pemangku
kepentingan.
Infrastruktur
Infrastruktur merupakan aspek lain yang sangat penting
dalam kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim. Infrastruktur yang
memadai akan mendukung kelancaran operasional dan
implementasi kebijakan. Desain ruang kerja memainkan peran
penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan dan
meningkatkan pengalaman ruang kerja dengan menciptakan

lingkungan yang mendorong kolaborasi, fleksibilitas, dan
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kesejahteraan secara keseluruhan.®® Kanwil Kemenkumham Jatim
telah memiliki berbagai fasilitas yaitu ruang kerja pegawai,
komputer atau alat teknologi informasi, dan printer.

Ruang kerja di Kanwil Kemenkumham Jatim dirancang
untuk mendukung kegiatan administratif dan operasional sehari-
hari. Ruang-ruang kerja ini dilengkapi dengan peralatan seperti
komputer dan printer. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Jatim juga
memiliki ruang pertemuan yang dapat menampung berbagai
kegiatan seperti rapat koordinasi, seminar, dan lokakarya. Ruang ini
dilengkapi dengan teknologi audio-visual yang memadai untuk
mendukung presentasi dan diskusi interaktif.

Pak Ratno Suhartono menyampaikan mengenai ruang kerja
di Kanwil Kemenkumham Jatim:

“Menurut saya sarana prasarana nya masih kurang, ini
ruang kerja nya bercampur antara bidang HAM dan Hukum. Jadi
va SDM kurang, sarana prasarana juga kurang, sangat sempit.
Idealnya setiap meja dikasih space atau jarak untuk jalan atau
bagian kiri dan kanan nya seperti itu”"%

Dalam permasalahan yang dilaporkan oleh Saudara Tulus

Widodo mengenai pesangon yang tidak sesuai dengan Undang-

8 Sanjay Choudhary, “The Impact Of Office Design On Employee Performance,” BW People (blog),
November 29, 2023, https://bwpeople.in/article/the-impact-of-office-design-on-employee-
performance-
500499#:~:text=Thoughtfully%20designed%20spaces%2C%?20incorporating%?20elements,enhanc
ing%20creativity%20and%20job%20satisfaction.

89 Suhartono, Wawancara.
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Undang yang berlaku, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
mengambil langkah untuk menangani kasus ini melalui infrastruktur
yang tersedia. PT. Agrindo hanya memberikan pesangon sebesar Rp.
91.967,- dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp. 326.508,- dengan
menggunakan dasar UU Omnibus Law. Karena permasalahan ini
terkait ketenagakerjaan di wilayah Gresik, Kanwil Kemenkumham
Jatim berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Gresik.

Kesiapan infrastruktur di Kanwil Kemenkumham Jatim
menjadi kunci dalam penanganan aduan ini. Kanwil telah memiliki
fasilitas seperti ruang kerja pegawai yang lengkap dengan komputer,
alat teknologi informasi, dan printer, yang memfasilitasi
penelusuran dan pengelolaan dokumen terkait kasus ini. Selain itu,
ruang pertemuan yang dilengkapi dengan teknologi audio-visual
juga tersedia untuk menyelenggarakan rapat koordinasi, seminar,
dan kegiatan lain yang diperlukan dalam proses mediasi dan
koordinasi dengan instansi terkait. Dengan infrastruktur yang
memadai, Kanwil Kemenkumham Jatim dapat mendukung
kelancaran operasional dalam menyelesaikan kasus ini, memastikan
bahwa segala aspek administratif dan operasional berjalan efektif
dan efisien.

SOP (Standar Operasional Prosedur)
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman

yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dan
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tindakan di Kanwil Kemenkumham Jatim berjalan dengan baik dan
sesuai dengan aturan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur
(SOP) adalah salah satu program atau bentuk kebijakan yang
diterapkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan agar berlangsung
sesuai dengan tujuan yang diharapkan.”® Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
merupakan salah satu elemen penting. SOP AP merupakan
kumpulan instruksi tertulis yang menetapkan standar proses
pelaksanaan kegiatan pemerintahan, bertujuan untuk membentuk
aparatur negara yang lebih profesional dan bertanggung jawab.”!
Mengenai mekanisme atau prosedur penanganan pelanggaran HAM
telah diatur dalam Peraturan Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun
2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.

“Untuk SOP atau mekanisme kami melakukan sesuai dengan
arahan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tersebut sudah dijelaskan mengenai alur yang harus dilakukan pihak

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

0 Feisal Ma’Ruf, Joyce J Rares, and Joorie M Ruru, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PADA PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KANTOR SAMSAT MANADO,” n.d., 1.

' Admin Web, “MENUJU BIROKRASI YANG EFISIEN DAN PROFESIONAL:
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA MELALUI SOP ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN,” Badan Kpepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (blog), July
31, 2023, https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/28389.

72 Syhartono, Wawancara.
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(Kanwil Kemenkumham) dalam menangani dugaan pelanggaran
Hak Asasi Manusia. Berikut alur penanganan yang dilakukan :
1. Pengaduan
Pengaduan dugaan pelanggaran HAM bisa dilakukan dengan
dua cara, yaitu :"3
a) Langsung
Pengaduan secara langsung dilakukan dengan cara datang ke
Kanwil Kemenkumham dan mengisi formulir pengaduan.
Kemudian petugas akan mengirimkan formulir ke aplikasi
Dugaan Pelanggaran HAM.
b) Tidak langsung
Pengaduan secara tidak langsung bisa melalui media
elektronik dan non elektronik.”* Media elektronik dilakukan
melalui aplikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
Sedangkan apabila menggunakan media nonelektronik bisa
menggunakan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam surat
tersebut  harus menyertakan ringkasan  permasalahan

permohonan dugaan pelanggaran HAM.”

8 Pasal 8 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022,” n.d.

™ Pasal 10 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”

™ Pasal 11 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
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2. Pemeriksaan Penanganan dugaan pelanggaran HAM

a) Kanwil Kemenkumham melakukan pemeriksaan berkas
administrasi pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja. Jika ada
berkas yang kurang lengkap, maka pihak Kanwil
Kemenkumham memberitahukan secara tertulis kepada
pengadu agar mengisi data secara lengkap. Dan pengadu harus
mengisi berkas paling lama 10 hari sejak diberitahukan, jika
lebih dari waktu yang ditentukan maka pengaduan akan
dicabut.”

b) Jika berkas administrasi sudah lengkap maka Kanwil
Kemenkumham melakukan pemeriksaan maksimal 5 hari kerja
sejak berkas dinyatakan lengkap.’”

c) Hasil pemeriksaan akan menghasilkan 2 keputusan yaitu
Kanwil Kemenkumham tidak berwenang untuk melanjutkan
pemeriksaan dan Kanwil Kemenkumham berwenang untuk
melanjutkan pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan menyatakan
bahwa Kanwil tidak berwenang, maka pihak Kanwil akan
memberitahukan kepada pengadu dalam waktu 5 hari kerja dan
di dalam pemberitahuan akan diberikan saran kepada pengadu
agar menyampaikan aduannya kepada instansi lain yang

berwenang atas permasalahannya. Dan jika hasil pemeriksaan

6 Pasal 13 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
" Pasal 14 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
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menyatakan Kanwil berwenang melanjutkan pemeriksaan,
maka Kanwil akan melanjutkan penanganan.’
d) Pemeriksaan lanjutan
Pihak Kanwil Kemenkumham berkoordinasi dengan
pengadu, yang diadukan, dan pihak terkait untuk dimintai
penjelasan juga melakukan pemeriksaan lapangan. Proses
pemeriksaan lanjutan ini dilakukan paling lama 60 hari sejak
penetapan kewenangan.’® Dalam koordinasi dengan para pihak,
para pihak paling lama memenuhi undangan dalam waktu 5 hari
sejak menerima undangan. Jika melewati waktu yang ditentukan
maka pemeriksaan akan tetap dilanjutkan.® Dalam proses
pemeriksaan ini bertujuan untuk
1. Menentukan pelapor, terlapor, dan pihak terkait
pelanggaran HAM
2. Waktu, tempat, dan kronologi ternjadinya pelanggaran
HAM
3. Bentuk dugaan pelanggaran HAM
4. Instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran

HAM 8

8 Pasal 14 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
™ Pasal 15 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
8 Pasal 17 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
81 Pasal 19 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
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3) Hasil Pemeriksaan
Hasil pemeriksaan mempunyai 2 kemungkinan yaitu:®?
1. Tidak adanya pelanggaran HAM
Jika dinyatakan tidak ada indikasi pelanggaran
HAM, maka Kanwil menyampaikan kepada pihak Pelapor
dan Terlapor.
2. Adanya pelanggaran HAM
Jika dinyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM,
maka Kanwil Kemenkumham melakukan upaya perdamaian
dengan menghadirkan para pihak. Hasil upaya perdamaian
dituangkan dalam berita acara perdamaian. Jika pihak tidak
datang untuk melakukan upaya perdamaian, maka dilakukan
upaya perdamaian kedua dan jika tetap tidak berhasil
dilaksanakan, Kanwil Kemenkumham menyampaikan
rekomendasi kepada Terlapor dan/atau pihak terkait di
tingkat pusat paling lama 5 (lima) hari sejak upaya
perdamaian kedua tidak berhasil.®
Rekomendasi dipantau oleh Kanwil Kemenkumham
dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja sejak

rekomendasi disampaikan.?* Jika Terlapor dan/atau pihak

8 Pasal 20 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
8 Pasal 21 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
8 Pasal 22 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
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terkait menindak lanjuti rekomendasi tersebut, maka Kanwil
kemenkumham menyampaikan kepada pihak Pelapor. Dan
jika sudah ditindaklanjuti, maka permasalahan telah selesai.
Dan jika belum ditindaklanjuti, maka Kanwil
Kemenkumham akan menyampaikan rekomendasi kepada
Terlapor dan/atau pihak terkait setingkat lebih tinggi guna
penyelesaian lebih lanjut, dan jika masih belum
ditindaklanjuti juga, maka Menteri menyampaikan
rekomendasi kepada Presiden.®®
Dalam kasus yang dilaporkan oleh Saudara Tulus
Widodo terkait dugaan pelanggaran HAM mengenai jumlah
pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-
Undang, SOP di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam
menangani aduan semacam ini. Mengacu pada permasalahan
di atas, Kanwil Kemenkumham Jatim menjalankan alur SOP
sebagai berikut:
1. Pengaduan: Saudara Tulus melaporkan aduannya
secara resmi ke Kanwil Kemenkumham, baik
melalui formulir fisik maupun aplikasi Dugaan

Pelanggaran HAM. Pengaduan terkait pesangon

8 Pasal 23 “PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2022.”
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yang diberikan oleh PT. Agrindo lebih rendah dari
yang seharusnya, dan perusahaan mengacu pada UU

Omnibus Law.

2. Pemeriksaan Berkas: Kanwil Kemenkumham

memeriksa berkas aduan Saudara Tulus dalam
waktu lima hari kerja. Jika berkas tidak lengkap,
maka Saudara Tulus diminta untuk melengkapi
dalam waktu 10 hari. Jika berkas lengkap,
pemeriksaan dilanjutkan untuk memutuskan apakah
Kanwil berwenang menangani kasus ini.
Pemeriksaan Lanjutan: Setelah diputuskan bahwa
Kanwil Kemenkumham berwenang melanjutkan
kasus ini, Kanwil menghubungi Pengadilan Negeri
Gresik, karena permasalahan ini terkait dengan
ketenagakerjaan di wilayah Gresik. Koordinasi
dilakukan dengan pihak PT. Agrindo, Saudara Tulus
Widodo, dan BPJS untuk mendapatkan penjelasan
dan fakta terkait.
Hasil Pemeriksaan:
a. Jika tidak ditemukan pelanggaran HAM, maka
hasil disampaikan kepada pelapor dan terlapor.
b. Jika ditemukan pelanggaran HAM, Kanwil

melakukan upaya perdamaian antara Saudara
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Tulus dan PT. Agrindo. Jika perdamaian gagal,
Kanwil memberikan rekomendasi kepada PT.
Agrindo dan memantau tindak lanjut dari

rekomendasi tersebut.

Dengan langkah-langkah tersebut, SOP ini
memastikan bahwa aduan Saudara Tulus terkait pelanggaran
hak atas pesangon ditangani secara sistematis sesuai dengan
alur yang sudah ditetapkan dalam regulasi, dan Kanwil
Kemenkumham Jatim siap menjalankan fungsinya sebagai

mediator dan pengawas dalam penegakan HAM.
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Bagan 4.1

Alur pengajuan dugaan pelanggaran HAM di Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Langsung

Pengajuan Pengaduan

Tidak Langsung

v

Mengisi Formulir
Pengaduan

5 Hari Kerja

y

Pemeriksaan
Penanganan dugaan
pelanggaran HAM

5 Hari Kerja

Tidak berwenang
melanjutkan pemeriksaan

y

Hasil Pemeriksaan

Berwenang melanjutkan

pemeriksaan
Pemeriksaan Lanjutan
60 Hari Kerja )
Tidak ada pelanggaran
y HAM

Hasil Akhir

Pemeriksaan
Ada pelanggaran HAM
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g. Anggaran/Pendanaan

Anggaran merupakan komponen vital dalam kesiapan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa
Timur. Kebijakan harus memiliki alokasi dana yang cukup agar
berhasil dalam pelaksanaannya.®® Kesiapan dalam hal anggaran
mencakup alokasi dana yang memadai untuk berbagai kegiatan dan
program yang mendukung implementasi kebijakan bisnis dan Hak
Asasi Manusia.

Pengelolaan anggaran di Kanwil Kemenkumham Jatim
dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap rencana kegiatan
dan penggunaan anggaran direncanakan dengan matang dan
berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk
kegiatan sosialisasi dan edukasi, Kanwil Kemenkumham Jatim
mengalokasikan dana untuk penyusunan materi, penyelenggaraan
seminar, dan pelatihan bagi berbagai pihak. Anggaran ini juga
digunakan untuk pengembangan infrastruktur IT dan peningkatan
kapasitas SDM melalui pelatihan.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam hal
anggaran, seperti keterbatasan dana yang kurang mencukupi untuk
menjalankan semua program dari bidang Bisnis dan Hak Asasi
Manusia dengan optimal sehingga diperlukan upaya untuk

mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada.

8 Implementasi Kebijakan Publik, 9.
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Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mendapatkan alokasi
anggaran untuk bidang HAM sebesar 348.000.000 Rupiah setiap
tahun. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai program
HAM yang dijalankan di wilayah Jawa Timur yang meliputi 38
kabupaten/kota. Setiap tahun, Kanwil Kemenkumham Jatim
melaksanakan enam program utama HAM yang harus didanai.
Program-program tersebut yaitu Program Aksi HAM, Program KKP
HAM (Kabupaten/Kota Peduli HAM), Program Yankomas
(Penyuluhan dan Perlindungan Komunitas), Program P2HAM
(Pelayanan Publik Berbasis HAM), Program Bisnis dan HAM, dan
Program Produk Hukum Berbasis HAM.®’

Pak Ratno Suhartono, sebagai Kasubag Pemajuan HAM,
mengungkapkan kekhawatiran mengenai keterbatasan anggaran
yang ada. Dengan anggaran sebesar 348.000.000 Rupiah, beliau
merasa jumlah tersebut masih kurang untuk menjalankan keenam
program HAM tersebut secara efektif di seluruh Jawa Timur.
Mengingat luasnya wilayah dan kabupaten/kota yang berjumlah 38,
banyaknya jumlah UPT, banyaknya perusahaan-perusahaan yang
ada di Jawa Timur, biaya operasional dan kegiatan program menjadi

sangat besar.%

87 Suhartono, Wawancara.

8 Suhartono.
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“Anggaran ini terbatas, karena dengan jumlah tersebut,
digunakan untuk menjalankan 6 program HAM dan untuk
menjalankan di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini. Dari 38
Kabupaten/Kota tersebut ada yang tidak melaporkan KKP HAM,
ada yang tidak melaporkan Aksi HAM dan program-program
lainnya dikarenakan pihak Kanwil Kemenkumham Jatim tidak
datang secara langsung untuk memonitoring setiap daerah
dikarenakan keterbatasan anggaran”.

Untuk mengatasi  keterbatasan  anggaran, Kanwil
Kemenkumham Jatim telah mengupayakan beberapa langkah
pengoptimalan sebagai berikut:

1) Pembagian Anggaran yang Efisien
Anggaran yang ada telah dibagi secara efisien untuk
setiap program, meskipun jumlahnya terbatas. Hal ini
untuk memastikan semua program tetap bisa berjalan.
2) Penyerapan Anggaran yang Efisien
Hingga saat ini, dari total anggaran sudah terserap
sebanyak 56%. Proses pengelolaan dan penggunaan
anggaran dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran
untuk memastikan tidak ada pemborosan.
3) Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi
Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan inovasi

dalam penyelenggaraan program, seperti penggunaan
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aplikasi digital Zoom untuk penyuluhan dan
pelaporan, sehingga dapat mengurangi Dbiaya
operasional.
4) Prioritas Program

Menentukan prioritas kegiatan berdasarkan urgensi
dan dampak terhadap peningkatan HAM di
masyarakat. Program yang memiliki dampak langsung
dan luas bagi masyarakat menjadi fokus utama.
Dalam poin **Anggaran**, Kanwil Kemenkumham
Jawa Timur berperan penting dalam mengalokasikan
dana secara efektif untuk penanganan dugaan
pelanggaran HAM seperti yang dialami Saudara Tulus
Widodo. Dalam kasus ini, Tulus melaporkan bahwa
pesangon yang diberikan oleh PT. Agrindo tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku, mengacu pada UU
yang berlaku dibandingkan dengan penggunaan UU

Omnibus Law oleh perusahaan.

Anggaran yang dimiliki Kanwil Kemenkumham Jatim
dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang mendukung penegakan
hukum dan perlindungan HAM, termasuk penanganan aduan seperti

kasus Saudara Tulus. Anggaran digunakan untuk kegiatan seperti:
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a. Fasilitasi mediasi antara pekerja (Saudara Tulus
Widodo) dan perusahaan (PT. Agrindo), yang
memerlukan tenaga ahli dan pengacara.

b. Penyelenggaraan sosialisasi kepada perusahaan
mengenai kewajiban mereka dalam memberikan
pesangon sesuai dengan UU yang berlaku.

c. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Gresik, yang
juga membutuhkan anggaran untuk memastikan

kasus tersebut ditangani sesuai prosedur.

Selain  itu, Kanwil Kemenkumham Jatim juga
mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur teknologi
informasi guna mendukung kelancaran aplikasi dan sistem
pengaduan pelanggaran HAM, serta pelatihan sumber daya manusia
(SDM) untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus-
kasus seperti ini. Dengan demikian, kesiapan anggaran Kanwil
Kemenkumham Jatim berperan vital dalam memastikan bahwa
setiap kasus pelanggaran HAM, termasuk yang melibatkan PT.
Agrindo, dapat ditangani dengan baik dan transparan, serta sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Kesiapan dan Komitmen
Kesiapan dan komitmen adalah indikator terakhir yang
sangat penting dalam menilai kesiapan Kanwil Kemenkumham

Jatim. Komitmen pegawai memainkan peran penting dalam
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menjamin kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterapkan
dengan efektif.® Kesiapan dan komitmen ini tercermin dari sikap
proaktif, semangat, dan dedikasi para pegawai dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya. Pekerja di Kanwil Kemenkumham
Jawa Timur menunjukkan komitmen yang tinggi dan bersungguh-
sungguh dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka. Hal ini
tercermin dalam beberapa aspek penting sebagai berikut:

1) Penilaian Berjenjang Setiap Akhir Tahun

Setiap  akhir tahun, pegawai di Kanwil
Kemenkumham Jatim menjalani penilaian berjenjang.
Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pegawai
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
Penilaian dilakukan secara sistematis dengan
mempertimbangkan berbagai aspek seperti kualitas

pekerjaan, kedisiplinan, inisiatif dan inovasi, dan kerjasama.
2) Dampak Penilaian terhadap Kinerja

Dari hasil penilaian, setiap pegawai diberikan nilai
kinerja yang mencerminkan performa mereka sepanjang
tahun. Nilai ini menjadi dasar untuk menentukan berbagai
aspek penting, seperti tunjangan dan insentif serta promosi

dan peningkatan karir. Jika dalam penilaian ditemukan

8 LAN RI, “Kompetensi SDM Pegang Peran Penting Dalam Perumusan Kebijakan Publik,” LAN
RI MAKARTI BHAKTI NAGARI (blog), November 25, 2022, https://lan.go.id/?p=11906.
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adanya kekurangan dalam uraian kerja atau tugas yang tidak
terlaksana, maka akan ada konsekuensi terhadap tunjangan

pegawai.

Mengutip dari kalimat Pak Ratno Suhartono :

“kalau bicara komitmen, semua pekerja kan sudah
diberi tumjangan, dan masing-masing pegawai terdapat
uraian kerja yang dilakukan, jika uraian kerja nya ada yang
tidak berjalan, maka tunjangan tersebut akan dipotong. Di
setiap akhir tahun ada penilaian berjenjang, seperti pejabat
eselon 4 dinilai oleh eselon 3, begitu seterusnya. Dari situ
ada nilai dari kinerja yang dijalankan. Jadi, para pegawai
sangat  berkomitmen dengan segala upaya yang
dilaksanakan

Dalam konteks Kesiapan dan Komitmen Staff,
Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menunjukkan kesiapan
dan komitmen tinggi dalam menangani kasus dugaan
pelanggaran HAM seperti yang dilaporkan oleh Saudara
Tulus Widodo terkait pesangon yang tidak sesuai dengan
undang-undang yang berlaku. Kasus ini melibatkan PT.
Agrindo, di mana perusahaan memberikan pesangon jauh di
bawah yang seharusnya menurut UU dan menggunakan UU

Omnibus Law sebagai pembenaran. Dalam penanganan

% Suhartono, Wawancara.
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kasus ini, komitmen para pegawai Kanwil tercermin dari
tindakan proaktif yang dilakukan, termasuk:

a. Penerimaan dan verifikasi pengaduan yang dilakukan
dengan cepat dan tepat.

b. Koordinasi langsung dengan Pengadilan Negeri Gresik,
menunjukkan komitmen Kanwil untuk menyelesaikan
permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di
wilayah tersebut.

c. Upaya mediasi dan pendampingan kepada Saudara
Tulus Widodo, yang memperlihatkan dedikasi dalam
menjalankan tugas perlindungan HAM. Selain itu,
kesiapan ini juga didukung oleh kemampuan para
pegawai dalam memahami peraturan yang berlaku,
seperti UU Ketenagakerjaan dan UU Omnibus Law,
yang memperkuat posisi Kanwil dalam memberikan

solusi terbaik bagi para pelapor.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kanwil Kemenkumham Jatim dalam implementasi Perpres

Nomor 60 Tahun 2023 sesuai pasal 7 yaitu menjalankan Aksi GTD

BHAM, yang di dalamnya terdapat tugas antara lain:

a. Koordinasi

b. Pemantauan

c. Pelaporan

2. Kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim dalam implementasi Perpres

Nomor 60 Tahun 2023 yaitu :

a.

b.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sosialisasi dan Edukasi

Penegakan Hukum

Fasilitasi

Infrasturktur

Standar Operasional Prosedur (SOP)

1) Pengaduan

2) Pemeriksaan Penanganan dugaan pelanggaran HAM
3) Pemeriksaan Lanjutan

4) Hasil Pemeriksaan
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g. Anggaran

h. Kesiapan dan Komitmen

B. Saran

1.

Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pusat agar dapat
menetapkan Keputusan Menteri dengan waktu yang lebih efisien.
Proses penetapan keputusan yang cepat dan tepat akan memberikan
ruang yang lebih besar bagi instansi di bawahnya untuk
mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dengan
lebih efektif dan tepat waktu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
semua kegiatan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM dapat
berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, serta
dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas program yang dilaksanakan
di tingkat daerah. Dengan adanya keputusan yang lebih cepat dan
efisien, diharapkan pula dapat mempercepat penanganan isu-isu
strategis dalam bidang HAM, sehingga dapat memberikan manfaat
yang lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan
publik terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
diharapkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia
(SDM), fasilitas, serta anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya dan
efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan
pengembangan SDM, Pemeliharaan Fasilitas, dan Pengelolaan

Anggaran yang Efisien. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
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HAM Jawa Timur juga disarankan agar lebih aktif dan sering
mengadakan sosialisasi serta edukasi mengenai Rencana Aksi Bisnis

dan HAM seperti Kampanye Publik mengenai Bisnis dan HAM.
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Lampiran 1.6 Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber

1.

Berapa jumlah dan frekuensi rapat koordinasi yang diadakan, dan
bagaimana hasil koordinasi yang dilakukan?

Jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan (bisa disebutkan contoh kegiatan
sosialisasinya apa ajadan kapan), jumlah peserta yang mengikuti, materi

edukasi yang disebarluaskan, dan tingkat pemahaman setelah edukasi.

. Untuk memantau proses pengawasan, bagaimana laporan monitoring dan

evaluasinya? Temuan pelanggaran dan tindakan korektif yang diambil, dan
frekuensi monitoring dilakukan dalam waktu berapa lama sekali?

Untuk menegakkan hukum, bagaimana cara kanwil memberikan sanksi atas
pelanggaran yg terjadi, dan bagaimana tingkat kepatuhan setelah penegakan

hukum dilakukan.

. Bentuk dukungan kepada pelaku bisnis agar mematuhi prinsip HAM

perpres 60 tahun 2023, misal seperti bimtek, konsultasi, dll.
GTD
a. Bagaimana wujud dukungan kanwil dalam mendukung dan mengawasi
pelaksanaan GTD BHAM di Jatim?
b. Apa saja tugas dan tanggung jawab kanwil dalam implementasi GTD
BHAM?
c. Bagaimana koordinasi kanwil dg pemangku kepentingan lainnya dalam

pelaksanaan GTD BHAM?
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d. Apa saja inisiatif/program yg dilakukan kanwil untuk mendukung
pelaksanaan GTD BHAM?

e. Bagaimana kanwil memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar
HAM, yg diatur GTD BHAM?

f. Seberapa siap kanwil dalam hal SDM untuk mengimplementasikan GTD
BHAM?

g. Apakah infrastruktur yg dimiliki kanwil sudah memadai untuk
pelaksanaan GTD BHAM?

h. Bagaimana SOP kanwil dalam implementasi GTD BHAM?

i.  Sejauh mana dukungan anggaran yg diberikan kepada kanwil untuk
menjalankan GTD BHAM?

j. Bagaimana tingkat kesiapan mental dan komitmen pegawai kanwil
dalam menjalankan tugas terkait GTD BHAM?

k. Apa saja tantangan utama yg dihadapi kanwil dalam implementasi GTD
BHAM? Bagaimana cara mengatasinya?

l. Bagaimana cara kanwil mengukur tingkat keberhasilan implementasi
GTD BHAM? Apakah bs dilihatmelaui prisma?

7. Dalam hal SDM berapa jumlah staff yg terlatih dalam bidang HAM dan
Bisnis, tingkat pendidikan dan pelatihan yg diikuti, kompetensi yg dimiliki
staff?

8. Bagaimana ketersediaan kantor dan ruang kerja yg memadai, peralatan

teknologi informasi dan komunikasi?



10.

11.

12.
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Bagaimana SOP yg dijalankan dalam mengimplementasikan perpres no 60
tahun 2023? Jika terjadi pelanggaran bagaimana SOP nya? Bagaimana
kecepatan dan efisiensi proses kerja nya? Ditangani max berapa lama kasus
tsb sesuai SOP?

Berapa jumlah dan distribusi anggaran yg dialokasikan, dari mana anggaran
tersebut? Bagaimana distribusi anggaran tsb? Anggarannya apa bisa
diketahui pak? Dan untuk distribusinya bagaimana?

Bagaimana tingkat motivasi dan semangat kerja staf, bagaimana komitmen
pimpinan dalam mendukung kebijakan? Bagaimana persepsi staf terhadap
pentingnya implementasi perpres 60 tahun 2023?

Apa kendala yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Jatim dalam

mengimplementasikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023.
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